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KATA PENGANTAR

KaruniaNya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dapat diselesaikan tepat pada waktu
yang telah ditentukan.

LK|IP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan mewujudkan tata kepemerintahan yang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kami berharap agar LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2025 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media
evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, |§ Februari 2026
KEPALA DINASPEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUN VLAN-ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
2" BLUARGA BERENCANA
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, bahwa
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan
fungsinya memiliki tantangan dan permasalahan yang harus dituntaskan di Jawa
Tengah antara lain terkait pemberdayaan perempuan di semua aspek bidang
pembangunan, Perlindungan dan layanan penanganan kekerasan Perempuan dan
Anak secara komprehensif dan lintas sektor, Pembangunan Kualitas Keluarga dan
Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga yang
sinergis, berkelanjutan dan lintas sektor.

Laporan pengukuran kinerja sebagai upaya untuk mengetahui tingkat
akuntabilitas dan keberhasilannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS
(pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi).

Pada akhir pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah diwajibkan menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran
sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi
diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan
dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan,
sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja,
struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap
instansi/unit  kerja.  Tujuan  penyusunan LKjIP  adalah  menyajikan

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas
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Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai sasaran strategis

instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada awal tahun anggaran berkenaan. Dokumen

LKJIP ini juga dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan pembanding
hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi JawaTengabh;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.

1.2 Isu —Isu Strategis
Permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang

harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Permasalahan utamal/isu strategis yang
dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak meliputi :

1) Keterbatasan sumberdaya (SDM dan Anggaran) di Kabupaten/Kota untuk
menindaklanjuti program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Provinsi;

2) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di level Provinsi dan
Kabupaten/Kota tentang pengintegrasian perspektif gender di semua bidang
dan tahapan pembangunan belum optimal yang menyebabkan capaian kinerja
dalam PPE Kabupaten/Kota belum banyak yang dilevel mentor atau utama,;

3) Kelompok kerja PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dalam
mendorong, mendampingi dan mengawasi implementasi kebijakan PPRG
didaerah yang menyebabkan capaian ARG di level provinsi masih 16,29% dari

total pagu;
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4) Rendahnya kapasitas, ketrampilan dan akses ekonomi serta pemasaran bagi
perempuan wirausaha;

5) Kurangnya kapasitas perempuan di bidang politik serta kurangnya minat dan
dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan yang
menyebabkan keterwakilan perempuan di parlemen masih rendabh;

6) Kuatnya budaya patriarkhi yang menghambat kesetaraan dan keadilan gender
di masyarakat dan keluarga,

7) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif
anak di Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan indikator KLA;

8) Rendahnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan di level desa
dan kecamatan;

9) Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama
kasus KDRT dan bullying;

10) Layanan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang
terintegrasi belum sampai pada level kecamatan;

11) Masih tingginya angka perkawinan usia anak;

12) Penggunaan media sosial dan aplikasi internet dalam interaksi di dunia maya
pada masyarakat semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk
memiliki gawai, sehingga menjadi tantangan dalam upaya perlindungan
perempuan dan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan secara
online;

13) Masih rendahnya jumlah petugas pendamping hukum atau paralegal di level
Kecamatan/desa yang berperspektif gender dan hak anak.

Permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi :

1) Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun pedoman Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar serta mengintegrasikan dalam
dokumen perencanaan;

2) Masih rendahnya keaktifan peran kader tribina (BKR, BKB dan BKL) dalam
mendukung ketahanan keluarga;

3) Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP);
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4) Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan jumlah desa
yang didampingi tidak proporsional,

5) Kurangnya kapasitas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara
komprehensif;

6) Masih banyaknya sekolah yang belum mengimplementasikan Sekolah Siaga
Kependudukan (SSK).

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu
Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugasnya ditentukan oleh
kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan sarana prasarana yang
mendukung sebagai penggerak roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang
berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah per 31 desember tahun 2025 sebanyak 79 orang, yang terdiri dari 57
orang PNS, 10 orang PPPK dan 12 tenaga non ASN.

Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2025
SD - - - - - - 0
SMP - - 1 - - 1
SMA 3 - - - 1 - 4
D-I 1 - - - - - 1
D-lI - - - - - - 0
D-IlI - 3 1 - _ } 4
D-1IvV - 2 1 - - 2 5

LKJIP DP3AP2KB TAHUN 2025



S-1 5 21 5 2 4 5 42
S-2 3 19 - - - - 22
S-3 - - - - - - 0
Jumlah 12 | 45 | 8 2 5 7 79

*data per 31 Desember 2025

Kondisi tersebut sudah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah, namun kualitas SDM dari masing-masing unit kerja tetap perlu ditingkatkan
melalui pelatihan dan pendidikan, karena tantangan kedepan terkait urusan PPPA
DALDUK KB dan Penunjang Pemerintahan Daerah semakin kompleks dan dinamis.

Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan

Tahun 2025

ASN 12 45 57

1 I 0 0 0
2 Il a 0 0 0
3 b 0 0 0
4 Il c 1 0 1
5 Ild 2 1 3
6 Il a 3 3 6
7 b 2 12 14
8 11e 0 5 5
9 I d 3 11 14
10 IV a 0 10 10
11 IV b 1 2 3
12 IV c 0 0 0
13 IVd 0 1 1
PPPK 8 2 10

1 11 1 0 1
2 VII 1 0 1
3 VIII 0 0 0
4 IX 6 2 8
Non ASN 5 7 12
Jumlah 13 44 79

*data per 31 Desember 2025
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Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai
sarana pendukung pelaksanaan tugas, oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana
Tahun 2025
. Kondisi
No Jenis Sarana dan Prasarana Baik Rusak Jumlah
| | Tanah 3 - 3
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1 - 1
Tanah Bangunan Rumah Negara
1 - 1
Golongan Il
Tanah Kosong Yang Sudah
; 1 - 1
Diperuntukkan
Il | Peralatan dan Mesin
1 | Alat-Alat Besar 6 - 6
Stationary Generating Set 4 - 4
Stationary Water Pump 2 - 2
2 | Alat-Alat Angkut 23 - 23
Sedan 1 - 1
Multi Purpose Vehicle (MPV) 1 - 1
Mini Bus (Penumpang 14 Orang
7 - 7
Kebawah
Sepeda Motor 13 - 13
Rescue Car 1 - 1
3 | Alat Kantor dan Rumah Tangga 795 108 903
Mesin Ketik Listrik 2 - 2
Lemari Besi/Metal 46 1 47
Filing Cabinet Besi 30 3 33
Brandkas 1 - 1
Lemari Kaca 2 - 2
Alat Penyimpanan Perlengkapan 20 i 17
KTR. Filling Cabinet
Alat Penyimpanan Perlengkapan KTR.
, 5 - 3
Rak Arsip
CCTV - Camera Control Television
2 - 1
System
White Board 6 - 6
Mesin Absensi 2 3 4
Alat Pemotong Kertas 2 2
White Board Electronic 1 - 1
LCD Projector/Infocus 5 - 2
Focusing Screen/Layar LCD Projector 4 -
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Kondisi

No Jenis Sarana dan Prasarana Baik Rusak Jumlah
Papan Pengumuman 3 - 3
Papan Tulis 1 - 1
Alat Kantor Lainnya. LCD Proyektor 3 - 1
Alat Kantor Lainnya. Speaker 1 - 1
Alat Kantor Lainnya. Pompa Air Dabb 1 - 1
Air Purifier 1
Meja Kerja Kayu 10 - 10
Kursi Besi/Metal 3 - 3
Sice 10 7 17
Meja Rapat 49 7 53
Ofa 1
Meja ¥z Biro 15
Tempat Tidur Besi 3 - 3
Tempat Tidur Kayu 2 - 2
Meja Resepsionis 2 - 2
Meja Tambahan 2 - 2
Kursi Rapat 145 - 145
Kursi Putar 70 23 93
Kursi Biasa 15
Meja Komputer 3 - 3
Sofa 10 - 8
Meubliair. Rak Kayu 1 - 1
Meubliair. Meja Kayu/Rotan 14 - 14
Meubliair. Tikar 1 - 1
Meubliair. Lemari Pakaian 6 - 6
Meubliair. Lemari Kayu 2 - 2
Meubliai. Meja Kecil 1 - 1
Mesin Penghisap Debu/Vaccum i 5 5
Cleaner
Lemari Es 4 1 5
AC Sentral 9 - 9
AC Split 35 - 28
Kipas Angin 6 2 8
Exhause Fan 4 - 4
Televisi 9 2 11
Amplifier 7 - 7
Equalizer 1
Loudspeaker 23 2 19
Sound System 4 - 4
Wireless 8 - 8
Microphone 8 - 2
Mic Conference 1 - 1
Unit Power Supply (UPS) 1 2 3
Stabilisator 1 - 1
Tustel 1 - 1
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: Kondisi
No Jenis Sarana dan Prasarana Baik Rusak Jumlah

Lambang Garuda Pancasila 4 - 4
Gambar Presiden/Wakil Presiden 1 - 1
Aquarium (Alat Rumah Tangga i 1 1
Lainnya/Home Use)

Tangga Alumunium 3 - 3
Dispenser 10 5 15
Mimbar/Podium 2 2
Handy Cam 1 - 1
Bracket Standing Peralatan 1

*data per 31 Desember 2025

Dari tabel tersebut diatas menunjukan sarana dan prasarana perlengkapan
kantor sudah memadai, terutama sarana prasarana komputer. Personal komputer
untuk tiap pejabat struktural dan staf sudah tersedia, namun sebagian personal
komputer harus upgrade system, mengingat beberapa personal komputer sudah
lama sehingga perlu menyesuaikan dengan perkembangkan teknologi saat ini guna
mendukung kelancaran tugas dan fungsi kinerja.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025
memiliki Anggaran sebesar Rp.20.811.523.000 dan realisasinya sebesar
Rp.18.944.079.230 (91,03%) yang digunakan untuk 10 (Sepuluh) program, yaitu :
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Perlindungan Khusus Anak

© 00 N o o b~ WP

Program Pengendalian Penduduk

[EEN
o

. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Berikut data anggaran Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun
2025 dapat dilihat pada Tabel 1.4
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Tabel 1.4

Data Anggaran Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025

Anak,

Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

20.811.523.000

PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

16.150.329.000

Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan

P : 420.388.000
emerintahan Daerah

Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.811.726.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 13.500.000
Daerah T
Administrasi Umum Perangkat Daerah 508.193.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 219.685.000
Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah 61.862.000
Administras Keuangan Perangkat Daerah 12.973.780.000
Perencanaan, Pengangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 141.195.000
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN 990.325.000
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN T
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan 947 357.000
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi U
Pelembagaan Pengarustamaan gender (PUG) pada Lembaga 42.968.000

Pemerintahan Kewenangan Provinsi

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1.445.555.000

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

1.208.283.000

Penyediaan layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban

Kekerasan yang Memelukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 144.304.000
dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para 92.968.000
Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah T
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 93.683.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan 33.026.000
Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi e
Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Hak Anak 60.657.000
yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota T
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 596.431.000
Pelembagaan PHA p_ada Lembaga Pemerintah, dan Dunia Usaha 575 685.000
Kewenangan Provinsi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 20.746.000
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan provinsi T
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 357.999.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan 127.558.000
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 154.999 000

Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
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Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibtakan para Pihak

Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/Kota 76.142.000
7 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 112.524.000
Pemaduan dan Sinkronasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas 108.884.000
Penduduk
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 3.640.000
Provinsi
PROGRAM PEMBERDYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA
8 SEJAHTERA (KS) 495.661.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan 435.141.000
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan T
Keluarga
P lol Pelak Desain P Pemb Kel
engelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga 60.520.000

Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga

9 | PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) 479.426.000

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya 442.530.000
Lokal
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pengelolaan Pelayanan 36.896.000
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

10 ZI’?&SRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN 89.590.000
Pengumpulan, Pengolahan Analis dan Penyajian data Gender dan 89.590.000

Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Provinsi

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun
2025 disusun dengan sitematika mengacu pada Surat Gubernur Jawa Tengah
Tanggal 19 Januari 2026 Nomor B/000.8.6.3/21/2026 perihal Penyusunan Laporan
Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut :
BAB | Pendahuluan
Pada bab ini disajikan latar belakang, Isu Strategis, Dukungan
SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran, Sistematika Penulisan
dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024
dan 2025.
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BAB I Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD,

Strategi dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Arah Kebijakan,

Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 dan Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis efisiensi

BAB Il Akuntabilitas Kinerja
Anggaran, Inovasi dan Penghargaan.
BAB IV  Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta rekomendasi langkah di masa mendatang yang

akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 terdapat 2 (dua) saran/rekomendasi yang

diberikan kepada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai

berikut :

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Tabel 1.5
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Tahun 2025

1 | Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian  Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah beserta seluruh jajarannya
agar :

a. Memerintahkan kepada pejabat
eselon Il dan IV supaya dalam

menyusun LKJ Tahun 2025
indikator dan target kinerja
disesuaikan dengan Perjanjian
Kinerja.

Surat Perintah Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah Nomor:
B/700.1/3680/2025 kepada pejabat
eselon Il dan IV supaya dalam menyusun
LKJ Tahun 2025 indikator dan target
kinerja disesuaikan dengan Perjanjian
Kinerja. Bukti terlampir pada link
https://drive.google.com/drive/folders/1d
Dw60tYIXQGG-FuOtxfIKZCOWaEPFHmI

2 | Format dokumen LK]jIP Tahun 2025
supaya berpedoman pada Surat
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
Tengah tahun berkenaan tentang

Telah mengacu pada Surat Gubernur Jawa
Tengah Tanggal 19 Januari 2026 Nomor
B/000.8.6.3/21/2026 tentang Penyusunan
Laporan Kinerja Tahun 2025, lampiran

LKJIP DP3AP2KB TAHUN 2025

11


https://drive.google.com/drive/folders/1dDw60tYlXQGG-Fu0txflKZC9WaEPFHmI
https://drive.google.com/drive/folders/1dDw60tYlXQGG-Fu0txflKZC9WaEPFHmI

Penyusunan LKjIP, PK dan RKT | Format LkjIP 2025 Bab Il pada sub bab 2.3.
yang antara lain mencantumkan | Struktur Program dan Kegiatan Tahun

sub bab struktur program dan | 2025.
kegiatan pada Bab Il LKjIP

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 terdapat 1 (satu) saran/rekomendasi yang
diberikan kepada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai
berikut :

Tabel 1.6
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Tahun 2024

1. |Dinas Pemberdayaan Perempuan, | Kepala Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk | Anak Provinsi Jawa Tengah
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa | sudah mengeluarkan SK tentang
Tengah beserta seluruh jajarannya agar | Pemberian Penghargaan dan
mengupayakan pemberian reward bukan | Hukuman Pegawai DP3AP2KB

hanya kepada pegawai di lingkungan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Provinsi Jawa Tengah nomor
002/0058 Tahun 2024 tanggal 5

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) saja | Januari 2024. Bukti terlampir
tetapi kepada pegawai di lingkungan Dinas | pada link
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | https://drive.google.com/drive/fol
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga | ders/1dDw60tYIXQGG-
Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan | FuOixfIKZC9WaEPFHmI

didukung kriteria yang jelas dan adanya Tim
Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduuk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Visi atau tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 - 2029
adalah “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju
Indonesia Emas 2045”. Sedangkan 6 (enam) Misi Jawa Tengah yaitu :

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global,

2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis
Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan
mengedepankan nilai-nilai Integritas;

4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan
berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;

5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal,
serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan
kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;

6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka
kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta
Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan
terintegrasi.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah turut mendukung 136
Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yaitu mendorong
pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap
Kecamatan; Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan
ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center);
serta Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD
yang digunakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 — 2026 sebagaimana terangkum

dalam tabel berikut ini :
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Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah

1. | Meningkatkan Pengeluaran
Kontribusi perempuan  per| 10.100 10.900 | 10.000
Ekonomi kapita
Perempuan , Persentase
Meningkatnya
eran perempuan yang
P dilatih
perempuan 40 40 40
pemberdayaan
dalam : L
ekonomi menjadi
pembangunan .
wirausaha
2. | Menurunkan Rasio kekerasan
Kekerasan terhadap 54 55 5,25
Terhadap perempuan
Perempuan Meningkatnya
pencegahan Rasio kasus
dan layanan kekerasan 4.25 4.20 415
kekerasan terhadap
terhadap perempuan
perempuan
3. |Meningkatkan Indeks
Perlindungan Perlindungan 66 65 68
Terhadap Anak Anak (IPA)
Meningkatnya Indeks
Pemenuhan Pemenuhan Hak 70 61 75
Hak Anak Anak (IPHA)
Meningkatnya :;‘gﬁil:;un an
Perlindungan 9 75 78,5 76,5
Khusus Anak
Khusus Anak (IPKA)
4. | Meningkatkan Persentase
Keluarga peningkatan
Berkualitas kampung keluarga 5 2 5
berkualitas  yang
mandiri dan
berkelanjutan
Terkendalinya :
Jumlah f?g?a‘f’zTFg)e'ah'ra” 2,13 2.1 2,11
Penduduk
Persentase
peningkatan
Meningkatkan kelo_mpok usaha
Ketahanan dan peningkatan
\ pendapatan 100 100 100
Kesejahteraan kel K
Keluarga eluarga akseptor
(UPPKA) yang
menjadi wirausaha
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5. | Meningkatkan Indeks Reformasi
Kualitas Birokrasi
Pelaksanaan (Perangkat 73,5 80 74,5
Reformasi Daerah)
Birokrasi di| Meningkatnya
Perangkat Daerah | Kualitas
P_er)gelolaan In_d(_eks Manajemen 2.75 28 2.85
Risiko Risiko
Perangkat
Daerah
Meningkatnya
Kualitas Indeks Kepuasan
Pelayanan 87,9 88 88,10
Masyarakat
Perangkat
Daerah

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025
melaksanakan 5 tujuan dan 8 sasaran beserta indikator sasaran, strategi dan
kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah
OPD merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa
Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024-2026. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan
perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD dengan

efektif dan efisien.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

1. | Meningkatkan Pengeluaran Ribu 10.100
Kontribusi perempuan per kapita| Rupiah '
Ekonomi , Persentase
Perempuan Meerl;lr?glé?tenrzauan perempuan yang

galam P P dilatih pemberdayaan % 40
pembangunan ekonoml menjadi
wirausaha

2. | Menurunkan Rasio kekerasan Per
Kekerasan terhadap peremouan 100.000 5,4
Terhadap pp P penduduk

LKJIP DP3AP2KB TAHUN 2025 15



Perempuan Meningkatnya
Ip;e;/r;azgnahan dan Rasio kasus Per
kekerasan kekerasan terhadap| 100.000 4,25
k
terhadap perempuan pendudu
perempuan
Meningkatkan Indeks Perlindungan
Perlindungan Anak (IPA) Angka 66
Termadap Anak I\P/I:rrrzlgr?lljﬁ;nnyiak Indeks  Pemenuhan Angka 70
Anak Hak Anak (IPHA)
Meningkatnya .
Perlindungan Il?f?ti(js :ﬁ;tng;r&%m Angka 75
Khusus Anak
Meningkatkan Persentase
Keluarga peningkatan
Berkualitas kampung  keluarga o 5
berkualitas yang 0
mandiri dan
berkelanjutan
Terkendalinya .
Jumlah ?thaliazTFR) Kelahiran Angka 2,13
Penduduk
Persentase
peningkatan
Meningkatkan kelompok usaha
Ketahanan dan peningkatan o 100
Kesejahteraan pendapatan keluarga 0
Keluarga akseptor  (UPPKA)
yang menjadi
wirausaha
Meningkatkan .
Kualitas Indeks Reformasi
Pelaksanaan Birokrasi (Perangkat| Angka 73,5
Reformasi Daerah)
Birokrasi di -
Perangkat Daerah migli?sskatnya
P Indeks  Manajemen
engelolaan Risiko Angka 2,75
Risiko Perangkat
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Il\r/lwggk;rakatKepuasan Angka 87,9
Perangkat y
Daerah

Dalam mencapai sasaran secara maksimal terdapat strategi dan arah

kebijakan yang yang harus diwujudkan, yaitu :
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Tabel 2.3

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatnya
peran perempuan
dalam
pembangunan

Menguatkan implementasi PUG
di berbagai aspek melalui
pelembagaan PUG,
pemberdayaan perempuan,
peningkatan peran keluarga
dalam pemenuhan hak
perempuan, serta optimalisasi
penyediaan data gender dan
anak sebagai dasar
perencanaan pembangunan

Peningkatan dan optimalisasi
pengarustamaan gender dan
pemberdayaan perempuan
khususnya di sektor-sektor
strategis

2. Meningkatnya
pencegahan dan

terhadap
perempuan

layanan kekerasan

Meningkatkan upaya
pengurangan tindak kekerasan
terhadap perempuan melalui
KIE, penguatan kerjasama
kelembagaan dan partisipasi
masyarakat, serta penguatan
layanan bagi perempuan korban
kekerasan termasuk TPPO

1. Peningkatan

upaya
perlindungan perempuan
dengan prioritas pada
upaya preventif  serta
peningkatan kualitas
layanan lembaga yang
terkait penanganan korban
kekerasan dan TPPO

2. Penguatan Kerjasama dan

kemitraan terkait
perlindungan perempuan di
berbagai sektor

3. Meningkatnya
pemenuhan hak
anak

Meningkatkan
perlindungan
khusus anak

Meningkatkan upaya
pengurangan tindak kekerasan
terhadap anak dan peningkatan
perlindungan khusus anak
melalui KIE, penguatan
kerjasama kelembagaan dan
partisipasi masyarakat, serta
penguatan layanan bagi anak
korban kekerasan termasuk
TPPO

Meningkatkan pemenuhan hak
anak melalui advokasi dan
koordinasi lintas sektor

1. Peningkatan

upaya
perlindungan anak dan
perlindungan khusus anak
dengan prioritas pada
upaya preventif tindakan
kekerasan terhadap anak
serta peningkatan kualitas
layanan lembaga yang
terkait penanganan korban
kekerasan dan TPPO

2. Penguatan Kerjasama dan

kemitraan dalam
pemenuhan hak-hak anak
di berbagai sektor

4. Terkendalinya
jumlah penduduk

Meningkatnya
ketahanan dan
kesejahteraan
keluarga

Meningkatkan kualitas
pembangunan kependudukan,
ketahanan keluarga serta
mendorong peran serta
lembaga dalam upaya
pengendalian penduduk dan
keluarga berencana

Peningkatan Kerjasama dan
kemitraan dengan lembaga
mitra kerja strategis untuk
mendorong KIE KB serta
mendorong kebijakan terkait
peningkatan kualitas dan
pengendalian kuantitas
penduduk melalui GDPK 5
pilar
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5. Terwujudnya
pemerintahan
yang efektif,
efisien dan
akuntabel dalam
mendukung
penyelenggaraan
pelayanan

Meningkatkan kualitas
manajemen pemerintahan
melalui perencanaan dan
penganggaran yang efektif dan
efisien, pengelolaan SDM dan
keuangan yang profesional,
pemenuhan kebutuhan sarana
dan pra sarana yang
mendukung kinerja, serta
pelaksanaan evaluasi secara
berkala

Penerapan prinsip-prinsip
good governance secara
menyeluruh dan
berkelanjutan.

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
Adapun anggaran Program dan indikator kinerja yang menjadi bagian dari

perjanjian kinerja pejabat administrator (Eselon Ill) dan Sub Koordinator/Sub Bagian

(Eselon 1V) sebagai berikut :

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Anggaran

Tahun 2025

1 | Program a. Persentase tingkat pelayanan 90%
Penunjangurusan umum, kepegawaian, dan
Pemerintahan keuangan perangkat daerah
Daerah b. Persentase tingkat 50% Rp.16.150.329.000
ketercapaian kinerja
perangkat daerah

Kegiatan Persentase dokumen
Perencanaan, erencanaan dan evaluasi
Penganggaran, dan P ' . 50 % Rp 141.195.000

; . . | perangkat daerah yang disusun
Evaluasi Kinerja sesuai peraturan perundangan
Perangkat Daerah P P 9
Kegiatan Administrasi | Jumlah jenis dokumen administrasi 1
Keuangan Perangkat | keuangan perangkat daerah yang Dokumen Rp 12.973.780.000
Daerah disusun
Kegiatan Aglmlmstra5| Jumlah jenis dokumen administrasi
Barang Milik Daerah . 1

barang milik daerah pada Rp 61.862.000
pada Perangkat kat d h Dokumen
Daerah perangkat daera
Kegiatan Administrasi | Persentase layanan administrasi
Kepegawaian kepegawaian perangkat daerah o
Perangkat Daerah yang sesuai dengan standar 90 % Rp 37.546.000
layanan

Kegiatan Administrasi | Persentase layanan administrasi
Umum Perangkat umum perangkat daerah yang 90 % Rp 450.375.000
Daerah sesuai standar layanan
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Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah

Jumlah unit barang milik daerah

Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah 2 Unit Rp 12.000.000
Pemerintah Daerah daerah yang disediakan
\I;aegéatan Psgzﬁg!gﬁn Jumlah laporan Penyediaan Jasa
unjang Penunjang Urusan Pemerintahan | 1 Laporan Rp 1.556.930.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah
ggﬂz}%r;raan Baran Jumlah unit barang milik daerah
" g penunjang urusan pemerintahan .
Milik Daerah daerah an dilakukan 4 Unit Rp 381.612.000
Penunjang Urusan emeliharaany 9
Pemerintahan Daerah | P
Program Persentase kabupaten/kota
Pengarustamaan yang mereplikasi peningkatan
Gender Dan | produktivitas ekonomi o
Pemberdayaan perempuan (PPEP) atau 80% Rp 990.325.000
Perempuan program pemberdayaan
ekonomi perempuan
Kegiatan
Pelembagaan
Pengarusutamaan Persentase Anggaran Responsif o
Gender (PUG) pada | Gender di OPD Provinsi 11% Rp 42.968.000
Lembaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi
Kegiatan
Pemberdayaan
, Persentase  perempuan yang
Eglri?ir;pl—lljjl?um ES;'S;Q? mengikuti kegiatan pemberdayaan
dan ’Ekonomi padai perempuan di bidang poIitiI_< dan 75% Rp 947.357.000
Organisasi ekonomi meningkat
Kemasyarakatan pemahamannya
Kewenangan Provinsi
Program a. Persentase kabupaten/kota| 31,42 %
Perlindungan yang menyediakan layanan
Perempuan perlindungan perempuan
sesuai standar Rp 1.445.555.000
b. Persentase korban 100%
kekerasan perempuan yang
terlayani
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap
E?arliebrgfkiin ara gligg Persentase Pemda yang
Lingkup P Daerah mempunyai kebijakan pencegahan 52% Rp 92.968.000
Provinsi dan Lintas kekerasan pada perempuan
Daerah
Kabupaten/Kota
Ezg;t:: Pengiddigg Persentase perempuan korban
La%'utan Jba i kekerasan  yang terlaporkan 100% Rp 144.304.000
) 9 mendapat layanan komprehensif
Perempuan  Korban
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Kekerasan yang
memerlukan
Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan Penguatan | Jumlah lembaga penyedia layanan
dan Pengembangan | perlindungan perempuan yang
Lembaga Penyedia | difasilitasi penguatan dan 12
La Perlindungan | pengembangannya Kelompok Rp 1.208.283.000
yanan rer g peng ganny

Perempuan
Kewenangan Provinsi
Program a. Persentase kabupaten/kota 20% Rp 33.026.000
Peningkatan yang menyediakan layanan
Kualitas Keluarga kualitas keluarga terstandar

b. Persentase kabupaten/kota | 22,86% Rp. 60.657.000

yang menyediakan layanan
kualitas keluarga terstandar

Kegiatan Peningkatan = Kel
Kualitas Keluarga ersentase eluarga yang
dalam  Mewujudkan mendapat Layanan _Keluarga

(Edukasi, Konsultasi, dan 100% Rp 33.026.000
Kesetaraan ~ Gender Konseling) yang responsif gender
(KG) dan Hak Anak d

o an anak

Kewenangan Provinsi
Kegiatan Penyediaan
Layanan bagi
Keluarga dalam | Persentase Layanan Keluarga
Mewujudkan KG dan | yang mellputl_ Edukasi, Konsultas!, 100% Rp 60.657.000
Hak Anak yang | dan Konseling yang responsif
Wilayah Kerjanya | gender dan anak
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Program Persentase kabupaten/kota
Pemenuhan Hak | yang mencapai predikat
Anak (PHA) KabupatenKota Layak Anak 82,86% Rp 596.431.000

(KLA) minimal tingkat madya
Kegiatan
Pelembagaan  PHA
E’Z?r?erintah, Lembﬁ%ﬁ Jumlah Kab/kota yang mengalami 4 Rp 575.685.000

. peningkatan predikat KLA kab/kota

Pemerintah, dan
Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi
Kegiatan Penguatan
dan Pengembangan | Jumlah lembaga masyarakat
Lembaga Penyedia | dalam peningkatan kualitas hidup 20
Layanan Peningkatan | anak yg dikuatkan dan | Kelompok Rp 20.746.000
Kualitas Hidup Anak | dikembangkan dalam KIE
Kewenangan Provinsi
Program a. Rasio korban kekerasan | 11,8 per Rp 357.559.000
Perlindungan terhadap anak 100.000

Khusus Anak
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b. Persentase korban | 100%
kekerasan anak terlayani
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap
Anak yang Melibatkan | Persentase Pemda yang
para Pihak Lingkup | mempunyai Perda pencegahan 34,2% Rp 76.142.000
Daerah Provinsi dan | kekerasan pada anak
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan Penyediaan
Layanan bagi Anak
yang Memerlukan | Persentase anak korban
Perlindungan Khusus | kekerasan  yang  terlaporkan 100% Rp 154.299.000
yang Memerlukan | mendapat layanan komprehensif
Koordinasi Tingkat
Daerah Provinsi
Kegiatan Penguatan
dan Pengembangan
Lembaga Penyedia | Jumlah lembaga layanan
Layanan bagi Anak | perlindungan anak/layanan
yang Memerlukan | terpadu anak memerlukan 15
Perlindungan Khusus | perlindungan khusus (AMPK) yg | kelompok Rp 127.558.000
Tingkat Daerah | difasilitasi penguatan dan
Provinsi dan Lintas | pengembangannya
Daerah
Kabupaten/Kota
Program Persentase pemerintah daerah
Pengendalian yang menyusun dan
Penduduk memanfaatkan dokumen Grand 57% Rp 112.524.000
Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK) dalam
pembangunan
Kegiatan Pemaduan
dan Sinkronisasi
ﬁﬁtsag?kan Pemdeerlnngtzg Jumlah pemerintah daerah yang 20
: memanfaatkan GDPK 5 Bidang Rp 108.884.000
Pemerintah  Daerah d kab/kota
O alam pembangunan
Provinsi dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Kegiatan Pemetaan | Jumlah dokumen pelaksanaan
Perkiraan Pemaduan dan Sinkronisasi
Pengendalian Kebijakan Pemerintah Pusat dan 1 Rp 3.640.000
Penduduk Cakupan | Pemerintah Daerah Provinsi dalam | dokumen T
Daerah Provinsi rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Program
Pemberdyaan Dan
Peningkatan Persentase kampung KB 32 % Rp 495.661.000

Keluarga Sejahtera
(KS)

mandiri dan berkelanjutan
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Kegiatan Pengelolaan

Pelaksanaan Desain
Program
Pembangunan
Keluarga Melalui | ASFR (Age Specific Fertility Rate) 17,7 Rp 60.520.000
Pembinaan
Ketahanan dan
kesejahteraan
Keluarga
Pemberdayaan dan
Peningkatan  Peran
Serta Organisasi
Kemasyarakatan
;:2?/:;18; Da;;;hngl Persentase anggota UPPKA yang
P difasilitasi pemberdayaan ekonomi 30 % Rp 435.141.000
embangunan AN
. | menjadi wirausaha

Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Program  Keluarga | a. Persentase Modern 69,47%
Berencana (KB) Contraceptive  Prevelance

Rate (MCPR) 7.78% Rp 479.426.000

b. Unmeetneed KB

Kegiatan
Pengembangan
Desain Program,
Pengelolaan dan
Pelaksanaan
Advokasi, Persentase Pengguna Kontrasepsi
Komunikasi, Informasi MKJP 27,5% Rp 442.530.000
dan Edukasi (KIE)
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
(KB) Sesuai Kearifan
Budaya Lokal
Kegiatan
Pemberdayaan dan
Peningkatan  Peran
serta Organisasi
Kemasyarakatan Presentase PPKBD di kab/kota
;mglfat. Daerah | dengan capaian KB _rendah 10% Rp 36.896.000
rovinsi dalam | mendapatkan peningkatan
Pengelolaan kapasitas
Pelayanan dan

Pembinaan Kesertaan
Ber- KB
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10 | Program Persentase ketersediaan data
Pengelolaan Sistem | pilah gender dan anak oleh
Data Gender Dan | kabupaten/kota dan perangkat

Anak daerah provinsi pada aplikasi 30% Rp 89.590.000
sistem informasi gender dan
anak

Kegiatan

Pengumpulan,

g;rr:goplae?@gjiaﬁnas'asgz Persentase kabupaten/kota yang
difasilitasi dalam  pendataan 12 % Rp 89.590.000

Gender dan Anak
dalam Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah Provinsi

aplikasi SIGA

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, ada komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud sebagai dampak dari kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target
kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan
tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan Kkinerja setiap
tahunnya.

Sebagai upaya mendorong manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan
Gubernur Jawa Tengah serta di ikuti dengan Perjanjian Kinerja Eselon llI
(Administrator/Kepala Bidang) sampai Eselon 1V (Kepala Sub Bagian) dan Pejabat
Fungsional (Sub Koordinator).

Guna mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Tengah telah melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
melalui 27 kegiatan serta 10 program, dimana kegiatan eks BAU (rutin) sebanyak 8
kegiatan. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, secara lengkap

tercantum pada tabel dibawah :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perempuan dan Anak
Tahun 2025
Tujuan 1:
Meningkatkan Kontribusi | Pengeluaran perempuan Ribu
1. . : . 10.900
Ekonomi Perempuan per kapita Rupiah
Sasaran 1:
Meningkatnya Peran Persentase  perempuan
yang dilatih
1.1 Perempuan dalam emberdavaan  ekonomi % 40
Pembangunan pemberday
menjadi wirausaha
Tujuan 2:
5 Menurunkan Kekerasan | Rasio kekerasan terhadap Per 5,5 per
Terhadap Perempuan perempuan 100.000 100.000
Sasaran 2 :
21 (I;/I;nnmgljztng:an peknecfe%gggz Rasio kasus kekerasan Per 4,2 per
' y terhadap perempuan 100.000 100.000
terhadap perempuan
Tujuan 3:
Meningkatkan  Perlindungan | Indeks Perlindungan Anak
3 Terhadap Anak (IPA) Angka 65
Sasaran 3:
Meningkatnya Pemenuhan | Indeks Pemenuhan Hak
31 | Hak Anak Anak (IPHA) Angka 61
3.2 Meningkatnya  Perlindungan | Indeks Perlindungan
Khusus Anak Khusus Anak (IPKA) Angka 8.5
Tujuan 4 :
Persentase peningkatan
Meningkatkan Keluarga | kampung keluarga
4 . . -~ % 100
Berkualitas berkualitas yang mandiri
dan berkelanjutan
Sasaran 4 :
Terkendalinya Jumlah | Angka Kelahiran Total
41| penduduk (TER) Angka 2.1
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Persentase peningkatan
kelompok usaha
4.2 Meningkatkan Ketahanan dan | peningkatan pendapatan o 1
. . () 00
Kesejahteraan Keluarga keluarga akseptor
(UPPKA) vyang menjadi
wirausaha
Tujuan 5:
Meningkatkan Kualitas - .
5 Pelaksanaan Reformasi I(r;c(ia?ﬁ IR;(eftoIrDmaS| E’ irokrasi Angka 80
Birokrasi di Perangkat Daerah gkat Daerah)
Sasaran 5:
Meningkatnya Kualitas
51 Pengelolaan Risiko Perangkat | Indeks Manajemen Risiko Angka 2,8
Daerah
Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan
52 Pelayanan Perangkat Daerah | Masyarakat Angka 88

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
Dalam mendukung capaian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Tengah menggunakan aplikasi antara lain :

a. Aplikasi dari Provinsi Jawa Tengah antara lain, Sistem GRMS/SSO seperti e-
planning, e-budgeting, e-RKO, e-penatausahaan, serta e-controlling yang wajib
digunakan untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan
hingga evaluasi kinerja OPD serta persuratan dan administrasi melalui
Tatapraja dan Srikandi. Selain itu ada juga yang terkait Portal Data Jawa
Tengah yaitu Aplikasi yang memuat data sektoral dari masing-masing OPD dan
Lembaga Terkait di Jawa Tengah, seperti contoh Data Kekerasan, Kab/kota

yang berpredikat KLA dan lain-lain.

|
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Gambar 2.1

b. Aplikasi internal untuk mendukung kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

- Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Aplikasi ini mendorong

adanya penyediaan data pilah gender dan anak yang dapat menjadi

pedoman dalam penentuan kebijakan terkait perempuan dan anak.

Gambar 2.2

- Aplikasi Jogo Konco sebagai sarana komunikasi terkait isu-isu dan
permasalahan terkait anak serta rekomendasi dan alternatif solusinya.
Selain itu juga, sebagai sharing kegiatan yang dilakukan Forum Anak se-
Jawa Tengah.

|
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Japri Konco Curhat Konco

Kamu bisa mengabrod dan Ceritakan keluh kesahmu

[ ] berbagi dengan agen jogo dengan aman, temanmy
J a d I I a h ke bisa membantu

Kreasi Konco Jokawinbocah

Unggah apapun karyamu, Y Bergerak bersama warga
dan bagikan ke teman- Jateng untuk mencegah

d a n teman y perkawinan usla anak
/

bawa perubahan positif intuk saling melindung

Gambar 2.3

- Telepon SAPA 123 untuk meningkatkan layanan perempuan dan anak
korban kekerasan melalui layanan telepon/hotline 24 jam.

c. Aplikasi dari Pusat untuk mendukung kinerja PPPA dan Dalduk KB antara lain:

- Aplikasi New SIGA BKKBN merupakan aplikasi Sistem Informasi Keluarga

(SIGA) yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) pusat. Aplikasi ini digunakan untuk

menunjang kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh

Lapangan KB (PLKB) sampai pada tingkat kecamatan dan desa.

vanen | Pk Lupornn Tahiinan

EL 1 - CARURAN DARA POTEMETWLANAH

T BRKBM 71

Gambar 2.4
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- Simfoni-PPA merupakan web/portal yang mendorong adanya penyediaan
data terkait pencatatan korban dan kasus kekerasan yang terlaporkan dari
Kementerian PPPA RI

SIMFONI PPA  WOME  KASUS  REPORT -  MOMEV  MASTER - 3 (1 DPARPIXE PROVINS] JAWA TENGAH

681

Kowbian Laki-laki

Mareinio @

Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan
Menurut Provinsi, Tahun 2025

-~ s “
- @ (ot
L p Kalientan.
a v . Ve

Gambar 2.5

- Web Kampung KB adalah portal website media informasi tentang Kampung
Keluarga Berkualitas secara online, Kampung Keluarga Berkualitas
(Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana
terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan
penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Sebagai sebuah
pendekatan pembangunan yang bersifat universal, dan dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan
penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu
didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di
setiap desa/kelurahan.

|
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Statistik Cani nama kampung Tentang Kampung KB

Kampung KB

Jumlah Kampung KB Menurut Klasifikasi

Topik Tabel Prowinsi ¥ | Kabupaten/Kotz ~ | Kecamatan ~ | Desa w

Klasifikas| n
Jurish Kampung KB Menurt

Profil Kampung KB

Jumiah Kampung KB Menurut Klasifikasi
Jurmizh Kampurg KB Periode :

bErdasankan Tahin
pembentukan

Dasar Berkembang Mandiri Berkelanjutan
Jumizh Kamipurg KB
zsarkan Kepernilikan No Provinsi 4 Jumiah % Jumiah % Jumlah 3 Jumlah % Total
etar:
1 ACEH 510 783 475 T2 2287 3513 3238 | 4974 6510

Jumizh Kampung KB
Berdasarkan Kepemilikan Polja

2 SLIMATERA LITARA 84 1626 436 713 1288 2107 | 3395 5554 61713
Jumilsh Kampung K
Rerdasakan Aeguiasi 3 SUMATERA BARAT 21 18 145 1248 a0 352 a57 | BzEz 1164
Jumiah Kamp 4 RAU 791 4248 398 2137 196 10353 477 | 2562 1862
asarkan Kepemilikan

Pokian

5 JAMBI 1w 16 247 1557 285 17.97 870 | S485 1586
Juntlah Karmpun
Berdlasatkan Fo & SUMATERA SELATAN 400 1234 se1 1782 W1 1206 | TET0 | STEE 3242

oo 7 BENGKULL 877 S7%6 16 103 252 1666 238 | 1507 1513

Dalam Perancanaz

8 LAMPUNG T8 2823 450 1698 200 766 | 1248 4713 2650

Jurnlzh Kampung KB

Berdzrantean Kenamilikan S R T N S ORI E . sk I e n ~ea s e e

Gambar 2.6
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tndak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka

menengah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Perangkat Kinerja

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1. > 91%; Sangat Tinggi
2. 76 — 90,99%; Tinggi

3. 66 — 75,99%; Sedang

4. 51 — 65,99%; Rendah

5. < 50,99% Sangat Rendah

Untuk mengukur keberhasilan atas kinerja Dinas Perempuan dan Anak dapat
dilihat diantaranya melalui realisasi indikator-indikator yang ada pada sasaran
strategisnya, antara lain Pengeluaran Per-Kapita Perempuan, Persentase
Perempuan yang dilatih Pemberdayaan Ekonomi, Indeks Perlindungan Anak (IPA),
IPHA, IPKA, Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak
(KLA), Total Fertility Rate (TFR), CPR, Unmeetneed, Rasio Kekerasan Perempuan
Dan Anak, UPPKA, Tribina (BKB,BKR dan BKL) dan Kebijakan Pengendalian
Kuantitas Penduduk. Berikut adalah uraian capaian terkait urusan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga

|
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Berencana.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

Menir_lgka_tkan Pengeluaran .
1 E‘lzn"'b“.s' perempuan per | "YU | 10900 | 10.892* | 99,93 i
onomi kabit Rupiah
pita
Perempuan
Persentase
Meningkatnya | perempuan
Peran yang dilatih
1.1 | Perempuan pemberdayaan % 40 66,67 166,67 -
dalam ekonomi
Pembangunan | menjadi
wirausaha
Menurunkan Rasio
Kekerasan kekerasan Per
2 Terhadap terhadap 100.000 55 525 104,76 i
Perempuan perempuan
Meningkatnya
pencegahan Rasio kasus
dan layanan kekerasan Per
21 | ekerasan terhadap 100.000 4.2 523 80,31 i
terhadap perempuan
perempuan
Meningkatkan Indeks
3 .Fr’e”'“dunga” Perlindungan Angka 65 73,67 | 113,33 | 67,5
erhadap
Anak Anak (IPA)
. Indeks
Meningkatnya
3.1 | Pemenuhan | emenuhan Angka 61 71,96 | 117,96 -
Hak Anak Hak Anak
(IPHA)
Meningkatnya ggr(leiﬁ?jun an
3.2 | Perlindungan Kh 9 Angka 78,5 80,93~ 103,09 -
Khusus Anak usus Anak
(IPKA)
Persentase
peningkatan
Meningkatkan | kampung
4 | Keluarga keluarga % 2 2,48 124 -
Berkualitas berkualitas yang
mandiri dan
berkelanjutan
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Persentase
peningkatan
. kelompok usaha
Meningkatkan peningkatan
Ketahanan dapatan
4.1 | dan pendapa % 100 100 100 -
Kesejahteraan keluarga
Keluarga akseptor
(UPPKA) yang
menjadi
wirausaha
Terkendalinya .
4.2 | Jumlah ﬁngkaKe'ah'ra” Angka 2,1 2,06 101,94 2,1
otal (TFR)
Penduduk
Meningkatkan
Kualitas Indeks
Pelaksanaan Reformasi
5 | Reformasi Birokrasi Angka 80 83,3 104,12 88,1
Birokrasi di (Perangkat
Perangkat Daerah)
Daerah
Meningkatnya
Kualitas Indeks
5.1 | Pelayanan Kepuasan Angka 88 91,25 103,69 89,8
Perangkat Masyarakat
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan Indekg,
5.2 Risiko Manajemen Angka 2,8 3,06 109,28 3,08
Risiko
Perangkat
Daerah

*Capaian tahun 2024

Realisasi kinerja urusan PPPA dan Dalduk KB sudah diatas target yang

ditetapkan. Indikator tujuan dan sasaran pada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi

Jawa Tengah sebanyak 12 indikator sudah 100% diatas target. Namun, masih ada

1 indikator yang capainnya masih di bawah 100% dan realisasi yang masih

mendasarkan pada capaian tahun 2024 disebabkan belum rilisnya angka dari

instansi yang berwenang (KPPPA dan BPS).

Penjabaran capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
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Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.3

Tahun 2025

Meningkatkan
1, | Kontribusi Peer”egrﬁ'“uaefﬁn er |10.900 | 10.892* | 99,93 | S3M98l | ppg jaten
" | Ekonomi peremp P : ' ’ Tinggi g
kapita
Perempuan
: Persentase
Meningkatnya
Peran p.?re_rr?puan yang Provinsi
11 Perempuan d:a?r?berda aan 40 66,67 166,67 i?rr]lgait dan
dalam pk ayaa di 99 Kab/kota
Pembangunan ekonomi menjadi
wirausaha
I\K/Iee;eurgjs?;(r?n Rasio kekerasan Sanaat Simfoni
2 terhadap 5,5 5,25 104,76 Anga PPA,
Terhadap erempuan Tingg! KPPPA
Perempuan P P
Meningkatnya
pencegahan Rasio kasus . .
dan layanan kekerasan Simfoni
2.1 Y 4,2 5,23 80,31 | Sedang PPA,
kekerasan terhadap
KPPPA
terhadap perempuan
perempuan
Meningkatkan
Perlindungan Indgks Sangat Kemen
3 Perlindungan 65 73,67* 113,33 . .
Terhadap Tinggi PPPA
Anak (IPA)
Anak
Meningkatnya | Indeks Sanaat Kemen
3.1 | Pemenuhan Pemenuhan Hak 61 71,96* 117,96 Ting i PPPA
Hak Anak Anak (IPHA) 99
Meningkatnya Inde_ks
3.2 | Perlindungan Pﬁ”'”dungaﬂ 785 | 80,93* | 10309 | Sangat Kemen
Khusus Anak Khusus Ana Tinggi PPPA
(IPKA)
Persentase
peningkatan
Meningkatkan | kampung Sangat
4 | Keluarga keluarga 2 2,48 124 Tinadi BKKBN
Berkualitas berkualitas yang 99
mandiri dan
berkelanjutan
Persentase
peningkatan
Meningkatnya | kelompok usaha
Ketahanan dan | peningkatan Sangat
4.1 Kesejahteraan | pendapatan 100 100 100 Tinggi DP3APZKB
Keluarga keluarga akseptor
(UPPKA) yang
menjadi
wirausaha
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Terkendalinya , BPS
4.2 | Jumlah '.;t‘g,?aﬁ.rKFeII;)lh'ran 2,1 2,06 101,94 ?_?:gait Jateng,
Penduduk 99 BKKBN
Meningkatkan
Kualitas Indeks Reformasi
Pelaksanaan Birokrasi Sangat
5 | Reformasi 80 83,3 104,12 Anga Inspektorat
. S (Perangkat Tinggi
Birokrasi di Daerah)
Perangkat
Daerah
Meningkatnya
Kualitas Indeks Kepuasan Sangat
5.1 | Pelayanan Mas arak;’t 88 91,25 | 103,69 Tingi DP3AP2KB
Perangkat y 99
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan |ndek§ Sangat
5.2 - Manajemen 2,8 3,06 109,28 . ) Inspektorat
Risiko o Tinggi
Risiko
Perangkat
Daerah
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja 109,93 i?:g;t

Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari indikator tujuan dan sasaran Dinas

Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebesar 109,93% atau dengan
kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 7 indikator urusan PPPA, 3
Indikator urusan Dalduk KB dan 2 indikator urusan penunjang menunjukkan kinerja

Sangat Baik.
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Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 — 2025

Meningkatkan Pengeluaran
1. E‘k’”t”b“?' perempuan per - 10.513 - 10.100 10.892 104,09 10.900 | 10.892* | 99,93
onomi kapita
Perempuan
Persentase
Meningkatnya perempuan yang
1.1 | Reran Perempuan | dilatih - - - 40 40 100 40 66,67 | 166,67
dalam pemberdayaan
Pembangunan ekonomi menjadi
wirausaha
r:&lgrgsn;: " Rasio kekerasan 5,64 per | 4,64 per 5,4 per 4,38 per
2 | Terhadap terhadap 100.000 | 100.000 121,55 100.000 100.000 123,29 55 525 | 104,76
perempuan
Perempuan
Meningkatnya Rasio kasus - -
pencegahan dan kekerasan
layanan terhadap 4,25 per 4,25 per
21 kekerasan perempuan i 100.000 100.000 100 4.2 523 80,31
terhadap
perempuan
Meningkatkan Indeks
3 | Perlindungan Perlindungan - 64,34 - 66 73,67* 97,48 65 73,67* 113,33
Terhadap Anak Anak (IPA)
Meningkatnya Indeks
3.1 | Pemenuhan Hak | Pemenuhan Hak - 60,76 - 70 71,96* 86,80 61 71,96* 117,96
Anak Anak (IPHA)
. Indeks
sz |enngiea | perindungan
' Khusus Anak Khusus Anak - 77,86 - 75 80,93* 103,81 78,5 80,93* 103,09
(IPKA)
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Persentase
peningkatan

Meningkatkan kampung
4 | Keluarga keluarga - - - 2 4,36 218 2 2,48 124
Berkualitas berkualitas yang
mandiri dan
berkelanjutan
Persentase
peningkatan
Meningkatkan kelqmpok usaha
Ketahanan dan peningkatan
4.1 Kesei pendapatan - - - 100 100 100 100 100 100
esejahteraan kel K
Keluarga eluarga akseptor
(UPPKA) yang
menjadi
wirausaha
Terkendalinya Angka Kelahiran
4.2 Jumlah Penduduk | Total (TFR) 2,19 2,04 107,35 2,13 2,03 104,92 2,1 2,06 101,94
Meningkatkan
Kualitas Indeks Reformasi
5 | Pelaksanaan Birokrasi . . : 73,50 87,90 119,59 80 833 | 104,12
Reformasi (Perangkat
Birokrasi di Daerah)
Perangkat Daerah
Meningkatnya Indeks Kepuasan
5.1 | Kualitas Masyarakat 85 90,25 106,18 87,90 88,87 101,10 88 91,25 | 103,69
Pelayanan
Perangkat Daerah
Meningkatnya Indeks
Kualitas Manajemen
5.2 | Pengelolaan Risiko - - - 2,75 2,92 108,18 2,8 3,06 109,28

Risiko Perangkat
Daerah

*Realisasi tahun 2024
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Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja rasio kasus kekerasan terhadap
perempuan mengalami penurunan capaian,karena beberapa faktor diantaranya
adalah budaya patriarkhi yang masih kuat di masyarakat sehingga kasus kekerasan
masih dianggap masalah domestik rumah tangga sehingga tidak perlu dilaporkan

Pengeluaran perempuan per kapita mengalami kenaikan, dimungkinkan
pengaruh faktor peningkatan pendapatan perempuan yang didorong dengan
kegiatan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat provinsi dan
replikasinya di tingkat kabupaten / kota.

Pada tahun 2025, Kelompok UPPKA yang sudah didampingi sudah mampu
memberikan dampak kepada anggotanya dari segi kesejahteraan. Pelatihan berupa
pembuatan keripik tempe dan kecimpring waluh di Desa Brabowan, Kecamatan
Sambong, Kabupaten Bloramampu membawa manfaat sebagai upaya peningkatan
pendapatan masyarakat di kelompok tersebut.

Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) berada di bawah angka 2,1
yang merupakan target ideal penduduk tumbuh seimbang, dimana setiap generasi
baru dapat menggantikan generasi sebelumnya secara stabil tanpa pertumbuhan
atau penurunan populasi yang drastis. ldealnya angka TFR ini didukung oleh
program Keluarga Berencana yang mengarah pada pola kependudukan yang lebih

stabil dan berkualitas.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2024 — 2026

Meningkatkan Pengeluaran
1, | Kontribusi perempuan per | 10.892% | 10.000 | 108,92 | Sangat
Ekonomi kapi Tinggi
apita
Perempuan
Meningkatnya persentase
perempuan yang
peran dilatih Sangat
1.1 | Perempuan 66,67 40% 166,67 9
dalam pemberc_jayaarj _ Tinggi
ekonomi menjadi
Pembangunan .
wirausaha
Menurunkan
Kekerasan Rasio kekerasan 5 95 per Sanaat
2 | Terhadap terhadap 5,25 9 P 104,76 ANga
100.000 Tinggi
Perempuan perempuan
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Meningkatnya
pencegahan Rasio kasus
dan layanan | kekerasan 4,15 per

21 kekerasan terhadap 523 100.000 80,31 Sedang
terhadap perempuan
perempuan
Meningkatkan | Indeks Sangat

3 | Perlindungan Perlindungan 73,67* 68 108,33 Tinaai
Terhadap Anak | Anak (IPA) 99
Meningkatnya | Indeks

3.1 | Pemenuhan Pemenuhan Hak | 71,96* 75 95,95 Tinggi
Hak Anak Anak (IPHA)

Meningkatnya Ind?ks

3.2 | Perlindungan | Perlindungan 80,93* | 7650 | 10579 | Sangat

Khusus Anak Khusus Anak Tinggi
(IPKA)
Persentase
peningkatan

Meningkatkan | kampung

4 | Keluarga keluarga 2,48 2 124 i?rr]lgait

Berkualitas berkualitas yang 99
mandiri dan
berkelanjutan
Persentase
peningkatan
kelompok usaha
Meningkatkan | peningkatan

41 Ketahanan dan | pendapatan 100 100 100 Sgnga_t
Kesejahteraan | keluarga Tinggi
Keluarga akseptor

(UPPKA)  vyang

menjadi

wirausaha
Terkendalinya ,

4.2 | Jumlah ﬁgfa'szFKFf)'ah'ra” 2,06 211 | 10243 | Sono
Penduduk 99
Meningkatkan
Kualitas -

Pelaksanaan gffﬁég eformas! Sangat

5 | Reformasi 83,3 74,5 111,81 ANga
Birokrasi di (Perangkat Tinggi

Daerah)
Perangkat
Daerah
Meningkatnya

51 Kualitas Indeks Kepuasan 91.25 88.10 10357 Sz;mgat
Pelayanan Masyarakat Tinggi
Perangkat
Daerah
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Meningkatnya

Kualitas

Pengelolaan Indeks Sangat
5.2 eng Manajemen 3,06 2,85 107,37 Anga

Risiko . Tinggi

Risiko
Perangkat
Daerah

Beberapa realisasi kinerja indikator sudah menunjukkan progress positif

terhadap capaian target akhir kinerja Renstra tahun 2024 — 2026.

Tabel 3.6

Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2025

SE Sekda
Provinsi yang
mewajibkan .
Komitmen
Anggaran impinan
. Responsif pimp
Meningkatkan Pengeluaran Gender (ARG) untuk
1, | Kontribusi perempuan 10.900 | 10.892* 99,93 | masuk kedalam | Mmendorong
Ekonomi er kapita envusunan implementasi
Perempuan P P peny PUG di
Program dan
? . daerah dan
Kegiatan di OPD,
) OPD
Pendampingan
penyusunan
ARG di OPD.
Persentase
Meningkatnya perempuan
Peran yang dilatih
1.1 | Perempuan pemberdayaan 40 66,67 166,67
dalam ekonomi
Pembangunan menjadi
wirausaha
. Kasus kekerasan | Kasus
Menurunkan Rasio
Kekerasan kekerasan seksual ana!< dan | kekerasan
2 55 5,25 104,76 bullyng masih seksual anak
Terhadap terhadap L
tinggi dan bullyng
Perempuan perempuan LS
masih tinggi
Meninakatnva Rasio kasus Kolaborasi Kolaborasi
9 Y kekerasan pentahelix untuk | pentahelix
pencegahan had h tuk
dan layanan terhadap pencegahan untu
2.1 perempuan 4,2 5,23 80,31 kekerasan pencegahan
kekerasan o
dilingkungan kekerasan
terhadap - s
erempuan pendidikan dilingkungan
P P pendidikan
Meningkatkan Indeks «
3 Perlindungan Perlindungan 65 73,67 113,33
Terhadap Anak | Anak (IPA)
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. Indeks
Meningkatnya Pemenuhan
3.1 | Pemenuhan 61 71,96* 117,96
Hak Anak Hak Anak
(IPHA)
Meningkatnya g]grelziﬁun an
3.2 | Perlindungan Kh Ag K 78,5 80,93* 103,09
Khusus Anak usus Ana
(IPKA)
Masifnya
pembentukan
Persentase kampung KB
eningkatan baru dan_
Eam un advokasi untuk
Meningkatkan kelugr ;’ menuju ke tahap
4 | Keluarga 98 2 2,48 124 mandiri dan
: berkualitas .
Berkualitas . berkelanjutan
yang mandiri .
d sesuai Inpres
an
berkelanjutan nomor 3 tahun
2022 tentang
Penyelenggaraan
Kampung KB
Persentase
peningkatan
kelompok
Meningkatkan usa_ha K
Ketahanan dan | P€MNY atan
4.1 ; pendapatan 100 100 100
Kesejahteraan K
eluarga
Keluarga
akseptor
(UPPKA) yang
menjadi
wirausaha
Terkendalinya Angka
4.2 | Jumlah Kelahiran 2,1 2,06 101,94
Penduduk Total (TFR)
Meningkatkan
Kualitas Indeks
Pelaksanaan Reformasi
5 | Reformasi Birokrasi 80 83,3 104,12
Birokrasi di (Perangkat
Perangkat Daerah)
Daerah
Meningkatnya
Kualitas Indeks
5.1 | Pelayanan Kepuasan 88 91,25 103,69
Perangkat Masyarakat
Daerah
Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan Indeks
5.2 eng Manajemen 2,8 3,06 109,28
Risiko .
Risiko
Perangkat
Daerah
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Permasalahan utama yang terjadi saat ini di daerah adalah masih banyaknya

kasus kekerasan anak dan minimnya pengetahuan tentang pengaduan. Beberapa

hal yang sudah dilakukan dalam upaya pencegahan, deteksi dini, maupun

penanganan, sudah dibentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak agar

dapat menjangkau sampai di tingkat masyarakat.

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

Meningkatkan
Kontribusi
Ekonomi
Perempuan

10.90

10.892*

99,93

11

Meningkatnya
Peran
Perempuan
dalam
Pembangunan

40

66,67

166,67

1.023.351.000

1.018.321.656

99,5

0,5

Menurunkan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan

55

5,25

104,76

2.2

Meningkatnya
pencegahan
dan layanan
kekerasan
terhadap
perempuan

4,2

5,23

80,31

1.445.555.000

1.406.597.769

97,31

2,69

Meningkatkan
Perlindungan
Terhadap Anak

65

73,67*

113,33

3.1

Meningkatnya
Pemenuhan
Hak Anak

61

71,96*

117,96

657.088.000

657.074.760

99,99

0,01

3.2

Meningkatnya
Perlindungan
Khusus Anak

78,5

80,93*

103,09

357.999.000

345.477.594

96,5

3,5
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Meningkatkan
Keluarga
Berkualitas

2,48

124

4.1

Meningkatkan

Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

100

100

100

495.661.000

491.891.130

99,24

0,76

4.2

Terkendalinya
Jumlah
Penduduk

2,1

2,06

101,94

591.950.000

591.757.924

99,97

0,03

Meningkatkan
Kualitas
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi di
Perangkat
Daerah

80

83,3

104,12

5.1

Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Perangkat
Daerah

88

91,25

103,69

16.009.134.000

14.207.104.660

88,74

11,24

5.2

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Risiko
Perangkat
Daerah

2,8

3,06

109,28

141.195.000

139.042.389

98,48

1,52

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

pada indikator tujuan dan sasaran telah secara efisien dalam menggunakan sumber

daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2025,

namun masih ada efisiensi anggaran pada Belanja Pegawai karena alokasi PPh 21

sistem TER (Tarif Efektif Rata-rata) dan pejabat yang masih kosong.
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Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Persentase
kabupaten/kota
yang
Program mereplikasi
: Pengarusuta | peningkatan
'\KAg:t'r?gE;tkan Pengeluaran maan produktiyitas _
Ekonomi perempuan per 108,92 | Gender Dan | ekonomi 103,58 Menunjang
Perempuan kapita Pemberdaya | perempuan
an (PPEP) atau
Perempuan program
pemberdayaan
ekonomi
perempuan
Persentase
kabupaten/kota
Menurunkan Rasio Program yang
Kekerasan kekerasan 2 menyediakan .
Terhadap terhadap 104,76 | Perlindungan layanan 245,51 Menunjang
Perempuan .
Perempuan perempuan perlindungan
perempuan
sesuai standar
Persentase
kabupaten/kota
Men_ingkatkan Indeks Program yang
?erllndungan Perlindungan 108,33 Pem_ngkatan menyediakan 100 Menunjang
erhadap Anak (IPA) Kualitas layanan
Anak Keluarga kualitas
keluarga
terstandar
Persentase
kabupaten/kota
Program yang mencapai
Pemenuhan predikat .
Hak Anak | KabupatenKota 103,44 Menunjang
(PHA) Layak Anak
(KLA) minimal
tingkat madya
Program Rasio  korban
Perlindungan | kekerasan .
Khusus Anak | terhadap anak 142,34 Menunjang
(PA)
Persentase
Persentase pemerintah
peningkatan daerah  yang
. kampung Program menyusun dan
&A;E:r%iatkan keluargg 124 Pengendalia | memanfaatkan 155.93 Menunjang
Berkualitas berkualitas B n Penduduk | dokumen ' '
yang mandiri (DALDUK) Grand Design
dan Pembangunan
berkelanjutan Kependudukan

(GDPK) dalam
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pembangunan
Program Persentase
Pemberdaya | kampung KB
an Dan | mandiri dan
Peningkatan | berkelanjutan 121,66 Menunjang
Keluarga
Sejahtera
(KS)
Program Persentase
Pembinaan Modern
Keluarga Contraceptive 94,31 Menunjang
Berencana Prevelance
(KB) Rate (NCPR)
Unmetneed 128,61 Menunjang
Meningkatkan Proaram Persentase
Kualitas Indeks p gra tingkat
. enunjang .
Pelaksanaan Reformasi Urusan ketercapaian
Reformasi Birokrasi 111,81 . kinerja 100 Menunjang
) S Pemerintaha
Birokrasi di (Perangkat perangkat
n Daerah
Perangkat Daerah) Provinsi daerah
rovinsi
Daerah
Persentase
tingkat
pelayanan
umum, 100 Menunjang
kepegawaian,
dan keuangan
perangkat
daerah
3.2 EFISIENSI ANGGARAN
Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025,

sumber dana dari APBD Murni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar

Rp. 20.865.188.000,00, kemudian  terjadi  efisiensi  anggaran
Rp.19.127.574.000,00 dan perubahan anggaran menjadi
Rp.20.811.523.000,00. Anggaran perubahan tersebut terpilah dalam

Anggaran untuk Belanja Operasi Rp. 20.706.563.000,00, Belanja Pegawai
Rp.12.610.728.000,00 dan Belanja Modal Rp.104.960.000,00. Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) Tahun
2025 sebesar Rp.400.660.000, terealisasi Rp. 372.393.950 (92,94%) dan

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar
Rp.200.000.000,00, terealisasi Rp.199.852.000,00 (99,93%). Realisasi
keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 adalah
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Rp.18.944.079.230,00 (91,03%) terjadi efisiensi Rp. 1.867.443.770,00

(8,97%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Penggunaan Anggaran Belanja Langsung
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
TA 2025

Program Pengarusutamaan

1. | Gender Dan Pemberdayaan 990.325.000 985.387.656 99,50
Perempuan

2, | Program Perlindungan 1.445,555.000 1.406.597.769 | 97,31
Perempuan

3, | Program Peningkatan 93.683.000 93.584.760 | 99,90
Kualitas Keluarga
Program Pengelolaan

4. | Sistem Data Gender Dan 89.590.000 86.811.348 96,90
Anak
Program Pemenuhan Hak 596.424.000

5. Anak (PHA) 596.431.000 100

6. Program Perlindungan 357.999.000 345.477.594 96,50
Khusus Anak

7. | Program Pengendalian 112.524.000 112.523.500 100
Penduduk

g. | Program Pembinaan 479.426.000 479.234.424 99,96
Keluarga Berencana (KB)
Program Pemberdayaan

9. | Dan Peningkatan Keluarga 495.661.000 491.891.130 99,24
Sejahtera (KS)
Program Penunjang Urusan

10. Pemerintahan Daerah 16.150.329.000 14.346.147.049 88,83

TOTAL 20.811.523.000 18.944.079.230 91,03

Pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus
Anak terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,69% dan 3,5% karena adanya
penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) perlindungan perempuan
dan anak menyesuaikan kebutuhan korban kekerasan. Sedangkan pada Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat efisiensi yang cukup besar yakni
sebesar 11,17% Silpa pada anggaran Belanja Pegawai dan Honor Pengelola
Keuangan karena alokasi PPh 21 sistem TER (Tarif Efektif Rata-rata) dan pejabat

yang masih kosong.

LKJIP DP3AP2KB TAHUN 2025 45



3.3 INOVASI
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menciptakan
beberapa inovasi-inovasi untuk menunjang capaian kinerjanya, antara lain:

1. Jo Kawin Bocah

JO KAWIN BOCAH
#MIKAHSEHATI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menginisiasi JO
KAWIN BOCAH sebagai gerakan bersama yang masif untuk mencegah
terjadinya perkawinan usia anak di Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 telah mengamatkan batas usia minimal menikah saat ini adalah 19
tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Program ini di antaranya bertujuan
meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan
perkawinan anak di Jateng. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan dalam

mencegah perkawinan.

2. SERAT KARTINI

Serat Kartini

SERAT KARTINI dihadirkan
untuk memberdayakan
kelompok perempuan rentan
lewat jaring pelatihan
wirausaha agar mereka bisa
tetap produktif dan mandiri
secara ekonomi.

Program Serat Kartini bertujuan mengembangkan kapasitas
kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis,
kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran komunitas sehingga
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perempuan dapat menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan mereka,
mampu memperjuangkan kesetaraan gender di keluarga, komunitas dan

mendorong kebijakan pemerintah dari level bawah hingga tingkat atas.

3. CETING KETAN

(Cegah Stunting Kelompok Rentan)

MISKIN

mendukung penurunan stunting melalui penggerakan pelayanan KB bagi
kelompok rentan (Kelompok 4 Terlalu, Miskin, Pengangguran Gelandangan
Orang Terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa). Sehingga kedepannya,
pengendalian kelahiran dari kelompok rentan ini dapat dioptimalkan untuk

mendukung pertumbuhan penduduk yang berkualitas.

4. JOGO KONCO

Japri Konco | Curhat Konco

Kamu bisa mengabrod dan y Ceritakan keluh kesahmu
berbagi dengan agen jogo - dengan aman, temanmy
Koneo bisa membantu

Kreasi Konco Jokawinbocah

Unggah apapun karyamu, — Bergerak bersama warga
dan bagikan ke teman- Jateng untuk mencegah
teman perkawinan usla anak

1 positif dntuk saling melindung!

JOGO KONCO merupakan perwujudan implementasi konsep peran anak
sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam konteks Jawa Tengah. JOGO KONCO
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merupakan Gerakan dari anak-anak, khususnya di Jawa Tengah untuk
bersama-sama saling menjaga dan melindugi dengan menjadi Pelopor dan

Pelapor.

5. NGOPI PENAK DAN PODCAST PUSPAGA

W mmaEn T e gt e )

Mengasah Empati dan
Perilaku Alfruisme
Rekan Sebaya

Ngobrol Topik Inspiratif Perempuan dan Anak merupakan Podcast yang

diselenggarakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Jateng. Program
ini mendorong kesadaran masyarakat terkait pentingnya memahami hak-hak
perempuan, anak serta keluarga dan isu-isu terkini yang berdampak luas bagi
masyarakat.

6. WEBSITE RAMAH DISABILITAS
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan
keterbukaan informasi publik sebagai bentuk percepatan membangun ruang
publik yang sehat dan informatif melalui website ramah disabilitas. Pada
website tersebut, Kelompok rentan (disabilitas netra) dapat memanfatkan

informasi yang tersedia secara mudah dan cepat.
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7. POLAH (Poling Anak Jawa Tengah)

e Do G P e S -

POLAH #6 <

POLING ANAIK JAVWA TENGAH

ﬁ*;“ i

POLAH (POLLING ANAK JAWA TENGAH) diinisiasi oleh Forum Anak
Jawa Tengah untuk menggali dan mengetahui pemahaman anak mengenai isu-
ISsu anak tertentu sebagai bahan masukan dan aspirasi yang akan Forum Anak
sampaikan pada Kepala Daerah dan para pemangku kebijakan serta dalam
forum Musrenbang atau penyusunan kebijakan. Hasil POLAH akan diwadahi
dan diolah oleh Forum Anak Jawa Tengah (FAN Jateng) dan disampaikan

kepada Gubernur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat.

8. GETAS RANTING

Gerakan yang mengintegrasian

kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) dengan Kelurahan/Desa Ramah
Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dalam upaya percepatan penurunan
stunting di Provinsi Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan Kampung
Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan yang Peduli Anak (Kampung
KBRPPA), sehingga mudah untuk dimplementasikan dan dipahami oleh para
pihak yang terlibat.
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3.4 PENGHARGAAN
Penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025, yaitu :

1. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) pada periode
evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2025. Penghargaan Provila
ini diraih karena Jawa Tengah dinilai berhasil mendampingi seluruh
Kabupaten/Kota mendapat predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

AN
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai
Kualitas Data Terbaik Tingkat Provinsi dari Kementerian Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dengan peringkat terbaik Il dari 38
provinsi di Indonesia.
1 .if U

| IR :
g PIATGAGWY
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Jawa
Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 - 2026.

Dengan prinsip pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana yang
efektif dan efisien, maka dapat dikatakan bahwa Dinas pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam
melaksanakan tugasnya berhasil, hal itu dapat diukur dari seluruh target sasaran
yang telah ditetapkan dicapai dapat direalisasikan sesuai harapan dengan kategori
(Sangat Tinggi). Hal tersebut didukung data Hasil Pengukuran Pencapaian
Sasaran (PPS) rata-rata capaiannya sebesar (109,93%), dengan rincian sasaran
sebagai berikut :

a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan capaian
sebesar 99,93% atau kategori Sangat Tinggi;

b. Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan,
dengan capaian sebesar 80,31% atau kategori Sedang;

C. Meningkatnya pemenuhan hak anak, dengan capaian sebesar 117,96%
atau kategori Sangat Tinggi;

d. Meningkatnya perlindungan khusus anak, dengan capaian sebesar
103,09% atau kategori Sangat Tinggi;

e. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan kekuarga, dengan capaian
sebesar 100% atau kategori Sangat Tinggi;

f. Terkendalinya jumlah penduduk, dengan capaian sebesar 101,94% atau
kategori Sangat Tinggi;

g. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Nilai kepuasan
masyarakat, dengan capaian sebesar 103,69% atau kategori Sangat
Tingqi;

h. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah, dengan

capaian sebesar 109,28% atau kategori Sangat Tinggi.
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Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari realisasi capaian
indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya
manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan mitra kerja/stakeholder terkait
baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Beberapa inovasi baik instrument pendukung Kkinerja maupun inovasi
program/kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi
Jawa Tengah sudah mampu untuk menyelesaikan beberapa isu strategis yang ada
terkait urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana walaupun belum optimal.

Permasalahan yang masih ada antara lain :

1. Pemberdayaan ekonomi perempuan yang sudah dilakukan Provinsi, belum
ditindaklanjuti secara optimal oleh OPD Kabupaten/Kota karena
keterbatasan anggaran serta kurangnya akses permodalan dan
pemasaran;

2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama
kekerasan seksual (perempuan dan anak) serta Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (perempuan);

3. Belum meratanya manfaat program KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS)
terutama di wilayah khusus atau wilayah galciltas (tertinggal, terpencil dan
terbatas) karena keterbatasan akses jangkauan dan informasi;

4. Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen GDPK 5 Pilar
mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerahnya dan
memanfaatkannya;

5. Kurangnya keaktifan dan motivasi kader tribina dalam membina keluarga

anggota yang menjadi kelompoknya.

B. Rekomendasi
Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang
dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas kegiatan OPD Kabupaten/Kota maupun Provinsi
dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan secara
berkesinambungan, kerjasama dengan CSR atau lembaga untuk

mendorong akses permodalan dan pemasaran.
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2. Mendorong pencegahan kekerasan seksual perempuan dan anak serta
Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara kolaboratif baik di tingkat
provinsi maupun kabupaten, serta optimalisasi Pembentukan Rumah
Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan.

3. Meningkatkan sosialisasi KIE KB serta peran dan fungsi PPKBD maupun
Sub PPKBD sebagai upaya mendorong peningkatan kesertaan KB
terutama di wilayah pedesaan;

4. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan Grand Desain
Pengendalian Kependudukan (GDPK) 5 pilar kedalam dokumen
perencanaan berjenjang;

9. Meningkatkan kapasitas dan motivasi kader Tribina (BKB, BKR, BKL)
sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga yang
menjadi kelompok binaannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak, Pengendaiian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan
pertimbangan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun-
tahun kedepan.

Semarang, |2 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUN GARM=AN, , PENGENDALIAN PENDUDUK
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PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN

TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
¢ PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah.
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 4. oletwber - 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarg#)Berencana

Dr. ma Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001




No

Program

Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pemenuhan Hak Anak ( PHA )

Program Perlindungan Khusus Anak
Program Pengendalian penduduk
Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB )

Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp
Rp
Rp

Rp

Semarang,

Anggaran
990.325.000

1.445.555.000

93.683.000
89.590.000

596.431.000
357.999.000

112.524.000
479.426.000
495.661.000

16.150.329.000
- Octolber

Keterangan
APBD-P

APBD-P & DAK-NF

APBD-P
APBD-P

APBD-P
APBD-P & DAK-NF

APBD-P
APBD-P & DAK-NF
APBD-P

APBD-P

2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuali
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Semarang, | oeber 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala.Dinas Pemberdayaan Sekretarj$ Dinas
,€ @mpﬁﬁm%%j\dungan Anak, Pengendalian /
o

uarga Berencana /

oh ,wati M.Hum Wusani Setyaningsih, SE,M.Si
o amad Pembina
NIP. '966’0 17 199008 2 001 NIP. 19780919 200604 2 003




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Sekretariat

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) . (3) (4)
1. | Meningkatnya kualitas pelayanan umum; Persentase tingkat pelayanan umum, 90%
kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat
. ~daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi | Persentase tingkat ketercapaian kinerja 50 %
perangkat daerah perangkat daerah
2 | Mengukur keterisian data pilah gender dari Persentase ketersediaan data pilah gender 30 %
Kabupaten/Kota pada aplikasi SIGA JATENG dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat
: daerah provinsi pada aplikasi sistem
informési gender dan anak




Program Anggaran Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 15.615.300.000 APBD-P
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Rp 89.590.000 APBD-P

Semarang, | oktober 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Sekretaris Di
erlindungan Anak,Pengendalian »
n’Keluarga Berencana

Wusani Setyaningsih, SE,M.Si
Pembina
NIP. 19780919 200604 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH =
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA |

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax, 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 |

Dalarn rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan .
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Ahmad Haekal, S.Kom, MM ' _
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Pertindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga:_ :
_ Berencana Provinsi Jawa Tengah doe
Selanjutnya disebut pihak pertama | | | i
Nama : Wusani Setyanlngsm SE MSi

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga_in Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

~ Provinsi Jawa Tengah _ _ _
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. -~ L
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sehérUsnya sesUa'i
fampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut _menjadi tanggung jawab |
Rami _' o
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yahg diperiukan’
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 ~Olctwber. 12025

;Plhak Kedua | Pihak Pertama o
| Kasubag Umum dan Kepegawman

Wusani Setyaningsih, SE,M.Si ~ Ahmad Haeka"js Kom. MM
Pembina Penata Tingkat |
NIP. 19780919 200604 2 003 NIP. 19850202 201001 1 020



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

-Unit kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) ) 3) @
KEGIATAN

1 | Tersusunnya dokumen administrasi barang milik - | Jumiah jehis‘ dokumen administrasi barang | 1 Dokumen
daerah pada perangkat daerah milik daerah pada perangkat daerah

2 | Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian | Persentase layanan administrasi 90 %
perangkat daerah yang sesuai dengan standar kepegawaian perangkat daerah yang sesuai
layanan dengan standar layanan

3 Méningkatnya layanan administrasi umum Persentase layanan administrasi umum 90 %
perangkat daerah yang sesuai standar layanan perangkat daerah yang sesuai standar

| layanan |

4 | Meningkatnya Jumlah unit barang milik daerah Jumlah unit barang milik daerah penunjang 2 unit
penunjahg urusan pemerintah daerah yang urusan pemerintah daerah yang disediakan
disediakan

5 | Tersedianya Jumlah laporan penyediaan jasa Jumiah laporan penyediaan jasa penunjang| 1 Laporan
penunjang urusan pemerintahan daerah yang urusan pemerintahan daerah yang disusun
disusun




No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(M) ) @) (4)

6 | Tersedianya unit barang milik daerah penunjang | Jumlah unit barang milik daerah penunjang 4 Unit
urusan pemerintahan daerah yang dilakukan urusan pemerintahan daerah yang dilakukan
pemeliharaan | pemeliharaan
SUB KEGIATAN _

1 | Terlaksananya pengamanan barang milik daerah | Jumlah dokumen pengamanan barang milik | 1 Dokumen
pada perangkat daerah daerah pada perangkat daerah

2 | Terlaksananya penatausahaan barang milik | Jumlah laporan penatausahaan barang milik | 1 Laporan
daerah pada perangkat daerah daerah pada perangkat daerah

3 | Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- | Jumiah orang yang mengikuti sosialisasi| 30 Orang
undangan peraturan perundang-undangan

4 | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan | Jumlah paket komponen instalasi 1 Paket
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang

disediakan

5 ) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan 3 Paket

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
kantor yang disediakan |
6 | Tersedianya peralatan rumah tangga Jumiah paket peralatan rumah tangga yang 1 Paket

disediakan




No

umum kantor yang disediakan

~ Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) (4)
7 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan 1 Paket
penggandaan yang disediakan
8 |Tersedianya bahan bacaan dan peraturan|Jumlah dokumen bahan bacaan dan| 1 Dokumen
perundang-undangan peraturan perundang-undangan  yang
disediakan
9 | Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada | Jumlah dokumen penatausahaan arsip| 1 Laporan
perangkat daerah _ dinamis pada perangkat daerah
10 | Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan| 1 Dokumen
pemerintahan berbasis elekironik pada perangkat | sistem pemerintahan berbasis elektronik
daerah pada perangkat daerah
11 | Tersedianya mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 1 Paket
12 | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung 2 Unit
atau bangunan lainnya ' kantor atau bangunan lainnya yang
disediakan
13 | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, { 1 Laporan
listrik sumber daya air dan listrik yang disediakan
'14 Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Jumlah iaporan penyediaan jasa pelayanan| 1 Laporan




No

dan prasarana gedung kantor atau bangunan
lainnya

atau bangunan lainnya yang

dipelihara/direhabilitasi

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) @ @)
-15 | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau 20 Unit
| pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan | kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan
dinas atau kendaraan dinas jabatan dibayarkan pajaknya
16 | Terlaksananya pemeliharaan mebel Jumlah mebel yang dipelihara 1 Unit
17 | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya 2 Unit
kantor dan bangunan tainnya yang dipelihara/direhabilitasi |
18 | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor 6 Unit




Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp 61.862.000 APBD-P
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 37.546.000 APBD-P
; 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 191.742.000 APBD-P
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp 12.000.000 APBD-P
: Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Rp 1.556.930.000 APBD-P
’ : 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp 381.612.000 APBD-P

Pemerintahan Daerah

Semarang, (. i 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A

Wusani Setyaningsih, SE,M.Si Ahmad Haekal, S.Kom.MM
Pembina ' Penata Tingkat |
NIP. 19780919 200604 2 003 NIP. 19850202 2010011 020




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
' PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail . dpppadaldukkb@jatengprov.go.id. website : dp3akb.jatengprov.ge.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama » Nurul Husna Listyati, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
_Perlindungan-Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Wusani Setyan_ingsih,SE,M.Si
Jabatan . Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
{ampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, - . 12025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Sekretgfis Dinas Kasubag Keuangan
Wusani Sety4r1gsih,SE,M.Si Nurul Husna Listyati, SE
Pembina Penata Tingkat |

NIP. 19780919 200604 2 003 NIP. 19720811 199703 2 006




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025

Unit kerja : Sub Bagian Keuangan

No Sasaran Sub Kegiatan Ihdikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
KEGIATAN
1 | Tersedianya dokumen administrasi keuangan |Jumlah jenis  dokumen administrasi | 1 Dokumen
perangkat daerah yang disusun keuangan perangkat daerah yang disusun
2 | Meningkatnya layanan administrasi umum | Persentase layanan administrasi umum 90 %
perangkat daerah yang sesuai standar layanan perangkat daerah yang sesuai standar
layanan
SUB KEGIATAN .
1 | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan 61 orang
tunjangan ASN
2 | Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN | Jumlah  dokumen  hasil  penyediaan 1 Dokumen
administrasi pelaksanaan tugas ASN
3 | Terlaksananya penatausahaan dan | Jumiah dokumen penatausahaan dan| 1 Dokumen
pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah pengujian/verifikasi  keuangan perangkat
daerah
4 | Tersedianya Iapora'n keuangan akhir tahun|Jumlah iaporan keuangan akhir tahun| 1 Laporan
perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi | perangkat daerah dan laporan hasil




penyusunan laporan keuangan akhir tahun [ koordinasi penyusunan laporan keuangan

perangkat daerah akhir tahun perangkat daerah
5 | Tersedianya bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang 12 paket
disediakan

6 | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat| 1 Laporan

dan konsultasi perangkat daerah koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
_ ~ Kegiatan _ | Anggaran - Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 12.973.780.000 APBD-P
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 258.633.000 APBD-P

Semarang, { Ckivbesx 2025

Pihak Pertama
Kasubag Keuangan

Wusani : tyaningsih,SE,M.Si Nﬁ%ﬁiﬁyati, SE

Pembina Penata Tingkat |
NIP. 19780919 200604 2 003 NIP. 19720811 199703 2 006




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamidarsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail - dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama . Ragil Wilantuko, SE, M.MKMT
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama'
Nama : Wusani Setyahingsih,SE.M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami. |
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Semarang, ! 0etoba- 2025

ua _ Pihak Pertama
Sekretpfls Dinas Kasubag program

Wusa aﬁgsih,SE,M.Si Ragil Wilantko, SE, M.MKMT

Pembina ' Penata
NIP. 19780919 200604 2 003 NIP, 1

51226 201101 1 004

¥ PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Sub Bagian Program

dan anak

Provinsi yang Tersedia

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1 (2) | 3) 4)
KEGIATAN
1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi | Persentase dokumen perencanaan, dan 50 %
Kinerja evaluasi perangkat daerah yang disusun
sesual peraturan_ perundangan
2 | Meningkatnya Kabupaten/Kota yang difasilitasi | Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi 12 %
SIGA dalam pendataan aplikasi SIGA
SUB KEGIATAN
1 | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat | Jumlah dokumen perencanaan perangkat| 1 Dokumen
daerah - {daerah
2 | Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumiah laporan evaluasi kinerja perangkat| 3 Laporan
daerah
3 | Meningkatnya ketersediaan dokumen data gender | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak| 3 Dokumen




Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

Sekre

Wusa ?ﬁésih,SE,M.Si
Pembina '

NIP. 19780919 200604 2 003

Anggaran Keterangan
Rp 63.733.000 APBD-P
Rp 77.462.000 APBD-P
Rp 89.590.000 APBD-P
Semarang, | Cktober "2025
Pihak Pertama

Kasubag program

Ragit Wilafituko, SE, M.MKMT
Penata Tingkat |
NIP. 19851226 201101 1 004



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
' PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini :
Nama . Drs. Yuli Arsianto, MM
Jabatan . Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, | Okftober. 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Dil Dinas Pemberdayaan Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak
Per m’p,u,amﬁgfh%ungan Anak,Pengendalian  dan Perlindungan Anak
|

Pénd dUR Jan-Kel a\:ga Berencana /\
(M

4
Vinsi Jéwa-Te ga
ati, M.Hum Drs. Yuli Arsianto, MM
j ma Madya Pembina Tingkat.|
NIP. '9660517"199008 2 001 NIP. 19680702 199803 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1 (2) @) 4
1. Meningkaikan Layanan Kualitas Keluarga yang Persentase * kabupatelnlkota yang 22,86 %
terstandar menyediakan layanan kualitas keluarga |
terstandar
2. | Meningkatkan capaian predikat KLA Kab/Kota Persentasé kabupaten/kota yang mencapai 82.86 %
minimal tingkat madya. predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA)
minimal fingkat madya
3 | Meningkatnya perlindungan khusus anak Rasio korban kekerasan terhadap anak | 11,8 per
100.000

penduduk




Program
1. Peningkatan Kualitas Keluarga
2. Pemenuhan Hak Anak (PHA)

3. Perlindungan Khusus Anak

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan

Anggaran Keterangan
Rp 60.657.000 APBD-P
Rp 596.431.000 APBD-P
Rp 203.700.000 APBD-P

Semarang, | - oktobker. 2025

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak

[(ﬂ\{ v

Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tingkat.1
NIP. 19680702 199803 1 004



© " PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA |

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.ge.id website dp3akb.jatengprov.go.id .

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : )
Nama » Isti I'ma Patriani,M.Psi
Jabatan . Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Anak Dinas
o Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendahan Penduduk _ .
: dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah . o
Selanjutnya disebut pihak pertama . R
Nama. - Drs. Yuli Arsianto, MM
Jab_atan : Pit. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlind'ungan' Aha_k'

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa

Tengah ' | |
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua:
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai .
fampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah e
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. -
Keberhasilan dan kegagaian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab |
kami. h -
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evéiuasi
terhadap capaian kinerja dari. perjanjian ini dan mengambil tlndakan yang dnperiukan _' |
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. '

Semarang, { OkAe bu.2025

Pihak Kedua Pihak Pertama -

Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Ketua Kelompok Kerja L P

Perlindgngan Anak : Periindyngan Anak AR o
i

Drs. Yuli Arsianto, MM isti imd Patriani, M.Psi

Pembina Tingkat.| Pembina : . -

NiP. 19680702 199803 1 004 NIP. 19830816 200912 2 001 s Col




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

advokasi kebijakan dan pendampingan

| pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencegahan Kekerasan Terhadap anak

Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan

terhadap Anak Kewenangan Provinsi

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3 (4)
KEGIATAN
1 |Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda | Persentase Pemda yang mempunyai 342 %
Pencegahan kekerasan pada anak Perda pencegahan kekerasan pada anak
2 | Meningkatnya lembaga layanan perlindungan anak | Jumlah lembaga layanan perlindungan 15 Kelompok
‘layanan anak memerlukan perlindungan khusus anak/layanan terpadu anak memerlukan
yang difasilitasi dan dikuatkan perlindungan khusus (AMPK) yg
difasilitasi penguatan dan
pengembangannya
SUB KEGIATAN
1 | Meningkatnya jumiah lembaga yang mendapat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan| 1 Dokumen




?:-'-.‘-_._-.-f:..,:....-, N 0 E —

7 ":-Séfs'a?ra-nz- 'Kégiatanl Sub Kegi-atéh';- " R

'- Indikatﬁ"‘;_r-f{('_i-aerja 5

@

Kewenangan Provinsi

 Target
(2) | | (3) @)
-2 | Meningkatnya “koordinasi _ dan sinkronisasi Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi dan| 1 Dokumen
pencegahan kekerasan terhadap anak Sinkronisasi PenCegahan .Kekerasan |
- | terhadap Anak Kewenangan Provinsi
-3 [ Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan| 1 Dokumen
penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak | Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan.  Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi
4 | Meningkatnya Jumlah KIE Perlindungan AMPK | Jumlah  KIE  Perlindungan ~ AMPK| 1 Dokumen
Kewenangan Provinsi  Kewenangan Provinsi
5 | Meningkatnya memperoleh Bantuan Kebutuhan | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan| 20 Orang
| Khusus Kewenangan Provinsi ' Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi
6 |Meningkatnya Layanan vyang ferlath dan |Jumlah SDM Penyedia Layanan yang 25 Orang
mendapatkan  sertifikat Perlindungan  dan | terlatih  dan mendapatkan sertifikat
Penanganan AMPK Perlindungan dan Penanganan AMPK |




No

Sasaran Sub Kegiatah

Indikator Kinerja

Target

(1)

2)

(3)

(@)

Meningkatnya kegiatan kerjasama antar lembaga

penyedia layanan AMPK

Jumiah kegiatan kerjasama antar lembaga
penyedia layanan AMPK Kewenangan

| Provinsi

1 Kegiatan




Kegiatan - ' Anggaran Keterangan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Rp  76.142.000 APBD-P & DAK-NF

Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

2. Penguatan dan Pengembangan lLembaga Penyedia Layanan Rp 127.558.000 APBD-P & DAK-NF
bagi Anak yang Memerlukan Periindungan Khusus Tingkat o '
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Semarang, | Oktover - 2025

Pihak Kedua ~ Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Ketua Kelompok Kerja

dan Peﬂilndungan Anak . Pemenuhan Hak Anak
-Drs. Yuli Arsianto, MM~ . - Isti llma Patriani,M.Psi

Pembina Tingkat.! o '  Pembina a '

‘NIP. 19680702 199803 1 004 _ NIP. 19830816 200912 2 001



'PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH o
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, @ = i -
¥ PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
> | DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax, 7622535
e-mail : dpppadaldukkb@;atengprov go.id website : dplakb ]atengprov go. id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN _2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan-

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Ardian Agil Waskito, S.Psi i

Jabatan ; Ketua Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Anak Dinas

P Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah e

_ Selanjutnya disebut pihak pertama ' _ EEERE _( e

Nama : Drs. Yuli Arsianto, MM~ RN RE TS S EA

jabatan ' PIt, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak : t
Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan Anak,. o o -
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa = S
Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua ; , :

Plhak pertama berjanjl akan mewujudkan target kinerja yang 'sehé'rusnya siesuai ;':.' :r

fampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target klnerja jangka menengah '

seperti yang telah d:tetapkan datam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami. _ | : _

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evéiuaé’i

terhadap capaian klnerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dlperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, ! Oﬁvbu_ 2025

Pihak Kedua ' Pihak Pertama o | Lo o
'PIt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan - Ketua Kelompok Kerja* ' S
Perlimggn Anak Pemenuhan Hak Anak

Drs. Yuli Arsianto, MM Ardfdn %gn Waskito, S.Psi

‘Pembina Tingkat.l = - - - Penata Tingkatt - ¢ o
‘NIP. 19680702 199803 1 004 NIP. 19880730 201101 1005 '




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Unit kerja : Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

daerah yang responsif hak anak dan

No Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
KEGIATAN
1 | Meningkatnya Layanan Keluarga yang responsif | Persentase Layanan Keluarga vyang 100 %
gender dan anak meliputi  Edukasi, Keonsultasi, dan
Konseling yang responsif gender dan anak
2 | Meningkatnya predikat KLA kab/kota Jumlah Kab/kota vyang mengalami{ 4 Kab/Kota
peningkatan predikat KLA
3 | Meningkatnya lembaga KIE Pemenuhan Hak Anak | Jumlah lembaga masyarakat dalam | 20 Kelompok
peningkatan kualitas hidup anak yg
dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE
SUB KEGIATAN
1 | Meningkatkan Layanan Kualitas Keluarga yang | Jumlah Layanan Komprehensif bagi{ 20 Orang
terstandar keluarga dalam Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya
Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
2 | Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan | Jumlah perangkat daerah yang 10 OPD
advokasi kebijakan dan pendampingan PHA mempunyai  dokumen  pembangunan




berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA
tingkat Provinsi yang berfungsi

Meningkatnya koordinasi dan  sinkronisasi

pelembagaan pemenuhan hak ahak

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan-

Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan

Hak Anak Kewenangan Provinsi

2 Dokumen

Meningkatnya peserta KIE pemenuhan hak _ariak |

Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak

1 Kegiatan

Meningkatnya lembaga mitta yang berjejaring
tentang peningkatan kualitas keluarga

Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga
penyedia layanan pemernuhan hak.anak
Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/ Kota

2 Kegiatan




1. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan | Rp 60.657.000 APBD-P
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota

2. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non|Rp | 575685000|  APBD-P
Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi |

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan | Rp 20.746,00' - APBD-P

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Semarang, | _ 2 v 2025
Pihak Kedua Pihak Pertama
Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Ketua Kelompok Kerja
dan Peflihdungan Anak . - Pemenuhan Hak Anak
It
Drs. Yuli Arsianto, MM ' Ardian Agil Waskito, S.Psi

Pembina Tingkat.! - - '  Penata Tingkat |
NIP. 19680702 199803 1 004 . | NIP. 19880730201101 1 005




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@]atengprov.go.id website : dp3akb jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Faisa Mukti Septyani,S.Sos,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Keseteraan Gender dan Perlindungan Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Semarang, | okt0bee 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala-Binas Pemberdayaan Plt. Kepala Bidang Kesetaraan
Fembm >tlindungan Anak,Pengendalian Gender dan Perlindungan
e duduk danKe rga Berencana Perempuan
VlnSIJ Al
\\ \‘ ~ =
\Dra/Ema Rackmawati, M.Hum FaisaMukti S8ptyani,S.Sos,M.Si

embin&v Utém' Madya Pembina Tingkat |
NIP. 19660517 199008 2 001 NIP. 19710919 200312 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No Sasaran Program Indikator Kinetja Target
(1 (2) (3) (4)
1. | Meningkatkan cakupan program PPEP di daerah | Persentase kabupaten/kota yang 80 %
mereplikasi  peningkatan produktivitas
ekonomi perempuan (PPEP) atau program
pemberdayaan ekonomi perempuan
2 | Meningkatnya perlindungan perempuan Persentase kabupaten/kota yang 3142 %
menyediakan layanan perlindungan
perempuan sesuai standar
3 | Meningkatkan Layanan Kualitas Keluarga yang Persentase kabupaten/kota yang 20 %
terstandar menyediakan layanan kualitas keluarga
terstandar




Program

1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Perlindungan Perempuan

3. Peningkatan Kualitas Keluarga

Pihak Kedua

KGEE,LELQ[‘:‘E‘S Pemberdayaan
E‘érémﬁuaf"n %I(mdungan Anak,Pengendalian
Rendudukﬁan. \f—:‘luarga Berencana

Anggaran Keterangan
Rp 990.325.000 APBD-P
Rp 1.301.251000 APBD-P & DAK-NF
Rp 33.026.000 APBD-P

Semarang,  Skfolber 2025

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Kesetaraan
Gender dan Perlindungan Perempuan

i

Faisa Muktir-Séptyani,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat |
NIP. 18710919 200312 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;, =
*" ' PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK '
DAN KELUARGA BERENCANA |

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50748 Telepon 7602082 Fax. 7622536
e-mail : dpppac_laIdukkb@jatengprou.go.fd website : dp3akb jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalém rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekdtif, transparah__ dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Melati Diah Pamungkas, SE,MM
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kesetaraan Gender . _ __
Dinas. Pemberdayaan Perempuan Perlmdungan Anak Pengendallan E :§I |
: Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah | R
Selanjutnya disebut pihak pertama '
Nama . Faisa Mukti Septyani,8.50s,M.Si
Jabatan  : Pit. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan_ o
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi -Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seh.arusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yahg telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami. ' : _
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaiuasi .
terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlqkan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. '

Semarang, | ©f-tfo ber.:2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender Ketua Kelompok Kerja
dan Petlj an Perempuan Kesetaraan, Gghder

ani,S.Sos,M.Si Metati Diah PamurgRds, SE.MM
‘Pemb g Penata Tingkat |
NIP. 19710919 200312 2 004 NIP. 19850516 200901 2 010




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Periindungan Perempuan

No Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
KEGIATAN _
1 | Meningkatnya OPD yang menganggarkan ARG Persentase Anggaran Responsif Gender di 11 %
OPD Provinsi
2 | Meningkatnya pemahaman perempuan dalam Persentase perempuan yang mengikuti 75 %
bidang politik dan ekon‘omi kegiatan pémberdayaan perempuan di |
bidang politik dan ekonomi meningkat
pemahamannya
3 | Meningkatnya layanan keluarga yang responsif' Persentase Keluarga yang mendapat 100 %
gender dan anak Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan
Konseling) yang responsif gender dan anak
SUB KEGIATAN
1 | Meningkatnya koordinasi dan  sinkronisasi | Jumlah - laporan hasil koordinasi dan| 2 Laporan
pelaksanaan pengarustamaan gender (PUG) sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat
provinsi
2 | Meningkatnya perangkat daerah yang mengikuti | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang| 50 Dokumen

advokasi kebijakan dan pendampingan

pelaksanaan PUG

memperoleh advokasi Kebijakan dan

Pendampingan Penyelenggaraan PUG




Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi kebijakan
Pelaksanaan PUG

Jumlah peserta sosialisasi kebijakan

penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi

25 Orang

Meningkatnya pemahaman perempuan tentang
pendidikan politik

Jumlah pengelola organisasi
kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media
tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan
kapasitas dalam rangka peningkatan
partisipasi perempuan di bidang politik,
hukum, sostal dan ekonomi

1.330 Orang

Meningkatnya kesejéhteraan perempuan rentan

Jumiah organisasi kemasyarakatan/ profesi/
dunia usaha/ media tingkat provinsi yg
diadvokast dan didampingi dalam rangka
peningkatan partisipasi perempuan di bidang
politik, hukum, sosial dan ekonomi

3 Kelompok

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang.

pewujudan KG dan perlindungan anak

Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat
Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan Provinsi dan Lintas
Kabupaten/Kota

6 OPD




Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Rp 42.968.000 APBD-P
: Pemerintah Kewenangan Provinsi

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Poiitik, Hukum, Sosial, dan Rp 947.357.000 APBD-P
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
g Provinsi _ .

3. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Rp 33.026.000 APBD-P

Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Semarang, \ ‘Oetober- 2025

Pihak Kedua : Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Ketua Kelompok Kerja Kesetaraan
_: Perlindungan Perempuan . Gender
: i ani, S$.Sos,M.Si Melati Diah Pamungkas, SE,MM
4 K _ Pembina Tingkat | Penata Tingkat |

NIP. 19710919 200312 2 004~ T - NIP. 19850516 200901 2 010




- PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH

Y DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

% PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsin No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telapon 7602952 Fax. 7622536 .
e-mall ; dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id .

. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : : o
Nama - Asteria Dewi Rusrinawati,S.Psi,M.Psi '
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 'Pengéndalian

P
i
i
3

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama ' - '
Nama . Faisa Mukti Septyani,S. Sos M.Si _
Jabatan : Pit. Kepala Bidang Keseteraan Gender dan Perlindungan Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua '
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami. o |
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipetlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. ;
Semarang, | ,otr-i-ober- 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Plit. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Ketua Kelompok Kerja

Perlind Perempuan Perlindungan Perempuan

FamaMukt’S tyanl S.508,M.Si Asteria Dewi Rusyinawati,S. Psi,M.Psi
Pembina Tingk Pembina ,
NIP. 19710919 200312 2004 NIP. 19720814 1999012 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Neo Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
KEGIATAN
1 | Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda Persentase Pemda yang mempunyai 52 %
pencegahan kekerasan pada perempuan kebijakan pencegahan kekerasan pada
‘perempuan
2 | Meningkainya kualitas lembaga layanan Jumlah lembaga penyedia layanan 12 Kelompok
| perlindungan perempuan yang ditingkatkan perlindungan perempuan yang difasilitasi
penguatan dan pengembangannya
SUB KEGIATAN
1 | Meningkatnya koordinasi dan  sinkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan| 4 Dokumen
pelaksanaan kebijakan,Program dan Kegiatan | Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
pencegahan kekerasan terhadap perempuan Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Perempuan
Kewenangan Provinsi
2 |Meningkatnya koordinasi dan  sinkronisasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat 1 OPD
pelaksanaan  kebijakan, program dan kegiatan { Advokasi dan Pendampingan Layanan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan
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Kegiatan Anggaran  Keterangan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan Rp 92.968.000 APBD-P
para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
- 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Rp 1.208.283.000 APBD-P

Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Semarang, | . ogivber 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Pit. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Ketua Kelompok Kerja

Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan

Fais3 Septyani,S.Sos,M.Si | Asteria Dewi R@awati,s.Psi,M.Psi
Pembina Tingkat | Pembina T

NIP. 19710919 200312 2 004 ' - NIP. 19720814 1999012 001



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
.. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
' PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. Yuli Arsianto, MM
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi , Komunikasi

Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Semarang, | Oktobeir 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Kepala Bidang
@_A’Té erlindungan Anak,Pengendalian  Keluarga Berencana,
uk.damnkeluarga Berencana Advokasij/iomunikasi,Informasi dan

e

Dra: a Rdchfmawati, M.Hum Drs. Yuli A-;sianto, MM
_ m}ma‘lclthf? éMadya Pembina Tingkat.|
1P:=19660517 199008 2 001 NIP. 19680702 199803 1 004




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Keluarga Berencana,Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) (4)
1 | Meningkatnya Kepesertaan Kepesertaan KB di Persentase Modern Contraceptive 69,47 %
daerah Prevelance Rate (mCPR)
Unmetneed 7,78 %
Program Anggaran Keterangan
1. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Rp 479.426.000 APBD-P

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana

Provinsi Tengah

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Semarang, 1 Dkfpber 2025

Pihak Pertama

Kepala Bidang Keluarga Berencana
Advokasi,
Komunikasi ,Informasi dan Edukasi

Drs. Yuli Arsianto, MM

Pembina Tingkat.!
NIP. 19680702 199803 1 004




PEMERINTAH PROVINS! JAWA TENGAH
Y DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, |
¥ PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

) ) JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
- e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.d website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Dwi Gustianisari SH,MH '
Jabatan . Ketua Kelompok Kerja Keluarga Berencana

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. Yuli Arsianto, MM
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi , Komunikasi

Informasi dan Edukasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi

Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi,

Semarang, t Of-tobes-: 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketua Kelompok Kerja Seksi Keluarga
Advokasi, Komunikasi ,Informasi dan Berencana
Edukasi /l '
e -
Drs. Yuli Arsianto, MM Dwi Gustianisari SH,MH
Pembina Tk. Pembina

NiP. 19680702 199803 1 004 NIP. 19760828 199703 2 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Keluarga Berencana dan KIE

organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan
pembinaan Kesertaan Ber-KB

Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama
Organisasi KeMasyarakatan dalam
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB

No Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1 (2) 3) 4)
Sasaran Kegiatan
1. | Meningkatnya Jumlah pengguna MKJP Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP 275 %
2. | Meningkatnya kapasitas PPKBD di kab/kota Presentase PPKBD di kab/kota dengan 10%
dengan capaian KB rendah capaian KB rendah mendapatkan
peningkatan kapasitas
Sasaran Sub Kegiatan
1. | Meningkatnya kepesertaan KB pada Pasangan Jumiah Dokumen Hasil Pengembangan dan 10 dok
Usia Subur Penyediaan Materi Promosi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak
Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya
Lokat
2. | Meningkatnya peran serta dan kerja sama Jumiah Orga-niéasi yang Mengikuti 2 kelompok




Kegiatan
1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

2. F’emberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan

Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi,

Komunjkasi Informasi dan Edukasi
y K

Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tk.|
NIP. 19680702 199803 1 004

Anggaran Keterangan
Rp 442.530.000 APBD-P
Rp 36.896.000 APBD-P

Semarang, | dfoler -2025

Ketua Kelompok Kerja
Keluarga Berencana

f
e
Dwi Gustianjsari SH,MH
Pembina

NIP. 19760828 199703 2 001



PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
I PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kede Pos 50148 Talepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Hayatun Nufus, S.50s
Jabatan . Ketua Kelompok Kerja Advokasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama '
Nama . Drs. Yuli Arsianto, MM
Jabatan . Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi , Komunikasi
Informasi dan Edukasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi
Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, ! Oktoler 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketua Kelompok Kerja Advokasi,
Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Edukasi

A,

Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tk.|
NIP. 19680702 199803 1 004 NIP. 19760419 201101 2 002

e



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Unit kerja : Bidang Keluarga Berencana dan KIE

No | Sasaran Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
M @) | (3) | @)
Sasaran Kegiatan
1. | Meningkatnya Jumlah pengguna MKJP Persentase Pengguna Kontrasepsi 27.5%
' MKJP

Sasaran Sub Kegiatan
1. | Meningkatnya peserta penggerakan advokasi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan 7 kab/kota

dan KIE program KKBPK melalui mitra kerja KIE Program Bangga Kencana Melalui

Mitra Kerja

Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Rp 442.530.000 APBD-P
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Semarang, \ ‘Otioheg. r 2025

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Analis Kebijakan Ahli Muda Advokasi,Komunika
Advokaghy Komunikasi Informasi dan Edukasi Informasi dan Edukasi

(M

) Drs. Yuli Arsianto, MM Hayatun
Pembina Tk.I Penata
NIP. 19680702 199803 1 004 NIP. 19760419 201101 2 002




PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
¥ PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

... ————————— ]
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. ’
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Semarang, | ©ktobew-2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Kepala Bidang Pengendalian
?em?pﬂam-@erlindungan Anak,Pengendalian  Penduduk dan Keluarga Sejahtera

/ (eﬁﬂl]\dff 9\%}!& luarga Berencana

/{ftﬁinsi wa Fengah \
.1'_.'.__:? 1 &

(f W o8

\ | i Effia Rachmawati, M.Hum Faisa MUkt Septyani,S.Sos,M.Si

\ge bina Utama/Madya Pembina Tingkat |
1P,119660517°199008 2 001 NIP. 19710919 200312 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

(1) (2) ) (4)

1. | Meningkatnya pemanfaatan GDPK dalam Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan 57 %
pembangunan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan

Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan

2 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan 32 %

melalui kepesertaan KB

Program Anggaran Keterangan
1. Pengendalian Penduduk Rp 112.524.000 APBD -
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Rp 495.661.000 APBD

Semarang, | ottber- 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
otuan, Perlindungan Anak,Pengendalian dan Keluarga Sejahtera

_h\aF‘i éhawati, M.Hum Faisa Mukii Septyani,S.Sos,M.Si
&fbina Utama Madya Pembina Tingkat |

NIP. 19660517 199008 2 001 NIP. 19710919 200312 2 004




~ PEMERINTAH PROVINS| JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI Pamularsin Mo, 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yarig efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . V.W. Novita Dewi,S.Sos,M.Si o

Jabatan . Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Penduduk Dinas
Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

- Nama . Faisa Mukti Septyani, S.S0s, M.Si

Jabatan . Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah'

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinérja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perenoanaah‘ .

Keberhasilan dan kegagalan pencapéian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami. - _

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipertukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari- perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipetiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, | | dedobee 2025

Pihak Kedua _ Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Ketua Kelompok Kerja Pengendalian
dan Keluarga Sejahtera ' Penduduk

Fais eptyani, S.S0s, M.Si V.W. Novita Dewi, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. | ' ' Pembina

NIP. 19710919 200312 2 004 NIP. 19771112 200801 1 016




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Seksi Pengendalian Penduduk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

tentang pelaksanaan pendidikan

kependudukan jalur formal

Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan

Sosialisasi Pelaksanaan

No Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(n (2) (3) 4)
SASARAN KEGIATAN
1. Meningkatnya pemda yang mendapatkan | Jumlah pemerintah daerah yang 20 kab / kota
advokasi pemanfaatan GDPK memanfaatkan GDPK 5 Bidang' dalam
| pembangunan
2. | Meningkatnya jumiah dokumen pelaksanaan | Jumlah dokumen pelaksanaan 1 dok
pemaduan sinkronisasi kebijakan pemerintah | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan |
pusat dan daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah Provinsi dalam rangka
_ Pengendalian Kuantitas Penduduk
SASARAN SUB KEGIATAN
1 Meningkatnya jumiah dokumen perencanaan | Jumiah Dokumen Penyusunan dan 2 dok
yang terintegrasi dengan GDPK Pemanfaatan Grand Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK)
Tingkat Provinsi
2. Meningkatkan pemahaman siswa SMA-MA Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan 2 dok




Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur
Nonformal dan Informal Pada Ormas
Pengelola Keiompok Kegiatan
Masyarakat

Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi
Pembentukan Rumah Data Kependudukan di
Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi
Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana
(Bangga Kencana) dan Sektor Lain

Jumlah  Advokasi dan  Sosialisasi

Pembentukan Rumah Data
Kependudukan di Kampung KB Untuk
Memperkuat Integrasi Program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana (Bangga

Kencana) dan Sektor Lain

1 Kab / kota

Meningkainya pemahaman peseria dalam
penyusunan GDPK 5 Bidang

Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian
Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi
terhadap  Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana
(Bangga Kencana) -

2 dok

Adanya dokumen profil kependudukan
keluarga berencana dan pembangunan
keluarga

Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan
Program Bangga Kencana

1 dok




Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat 108.884.000 APBDP
dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka

Pengendalian Kuantitas Penduduk

2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan 3.640.000 APBDP
Daerah Provinsi

Semarang, | oktober. 2025

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Ketua Kelompok Kerja
dan Keluarga Sejahtera Pengendalian Penduduk

) /@f
Faisa I Septyani, S.Sos, M.Si ' V.W. Novita Dewi, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. 1 Pembina

NIP. 19710919 200312 2 004 NIP. 19771112 200801 1 016



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
¥ PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 60148 Telepon 7802952 Fax, 7622636
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id wabsite . dp3akb jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini :
Nama - Nur ldha Ariyanti, Skm.MM
Jabatan . Ketua Kelompok Kerja Keluarga Sejahtera
Selanjuthya disebut pihak pertama
Nama . Faisa Mukti Septyani, S.S0s, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah
Selaku atasan'pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. _
Semarang, { 0 ktober. 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengendalian Ketua Kelompok Kerja
Pendudu Keluarga Sejahtera Kelyarga Sejahtera
FaisaN\ukti-Septyani, S.Sos, M.Si Nur fdha Ariyanti, Skm.MM
Pembina Tk. | Pembina

NIP. 19710919 200312 2 004 NIP. 19830106 200604 2 005
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Seksi Keluarga Sejahtera Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB

fasilitasi Pengembangan Program
Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga

Berkualitas

No Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan indikator Kinerja Target
(1) (2) 3) 4
Sasaran Kegiatan

1. |Meningkatnya kelompok tribina yang aktif | ASFR (Age Specific Fertility Rate) 17.7
melaporkan kegiatan

2. |Anggota UPPKA yang difasilitasi menjadi| Persentase anggota UPPKA yang 30 %
wirausaha difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi

wirausaha
Sasaran Sub Kegiatan .

1. | Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti | Jumlah PIK-R yang Mengikuti 1 kelompok
Pengembangan Kelompok Pusat Informasi | Pengembangan Keiompok Pusat Informasi
Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB

2. | Meningkatnya pembinaan peningkatan akses dan | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat 3 kab / kota
kualitas ketahanan keluarga dan remaja aktif pembinaan Peningkatan Akses dan

Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
3. | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan | Jumlah kabupaten/kota yang mendapat 2 kab / kota




Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi 1 laporan
pemberdayaan ekonomi keluarga Keluarga di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota
Meningkatnya kapasitas mitra dan ormas dalam | Jumlah Mitra dan Organisasi 2 kelompok

pengeliolaan program ketahanan keluarga

Kemasyarakatan yang mendapatkan
peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan
Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia
{BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keiluarga




Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Rp 60.520.000 APBDP
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan :
Keluarga
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Rp 435.141.000 APBDP

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga
Semarang, | ‘9efoben 2025
Kepala Bidang Ketua Kelompok Kerja ;
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Keluarga Sejahtera

Faisa M tyani, S.Sos, M.Si Nur Idha Ariyanti,
Pembina Tk. | | Eﬁ;n t')llggsmoe 200604 2 005
NIP. 19710919 200312 2 004 :

m.MM




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

DAN KELUARGA BERENCANA

JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama . Eka Suprapti, ST, MM
Jabatan . Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Jabatan . Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Semarang, |  Oktobert 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pererhp, n?Pe\,mdungan Anak,Pengendalian  Daerah
F’en&uduk ? “Keluarga Berencana

Jra Ema Rach(ﬁ‘a ati, M.Hum Eka Supraptif ST, MM
LS& ma Madya Pembina Tingkat |
NI *«1‘.52\6 177199008 2 001 NIP. 19730120 199803 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

No

Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) 4)
1 | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, Persentase tingkat pelayanan umum, 90 %
dan evaluasi perangkat daerah kepegawaian, dan keuangan perangkat
| daerah
2 | Meningkatnya Iayahan korban kekerasan Persentase korban kekerasan perempuan 100 %
perempuan yang terlayani
3 | Meningkainya layanan korban kekerasan anak Persentase korban kekerasan anak 100 %
terlayani




1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program

2. Program Perlindungan Perempuan

3. Program Perlindungan Khusus Anak

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
/—‘"_—"'--.

Keluarga Berencana
aWa Tengah

Anggaran Keterangan
Rp 535.029.000 APBD-P
Rp 144.304.000 APBD-P & DAK-NF
Rp 154.299.000 APBD-P & DAK-NF

Semarang, \ gktoke -2025

Pihak Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Eka Suprapti, ST, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 19730120 199803 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
JI. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax.
7622536

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridha Setyasih, M.Psi

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eka Suprapti, ST, MM

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pithak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang'seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, t obloke 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Perlindungan Perempuan dan Anak Unit Pelaksana Teknis Daerah

-

_ Ridha Setyasih, M.Psi
Eka Suprapty ST, MM Penata Tingkat | (HI/d)

Pembina Tingkat |
NIP. 19730120 199803 2 004 NIP. 19830110 201502 2 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

urusan pemerintahan daerah yang dilakukan

pemeliharaan

urusan pemerintahan daerah yang dilakukan

pemeliharaan

No Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Sasaran Kegiatan
1. | Meningkainya pelayanan umum, kepegawaian, Persentase layanan administrasi 90%
dan keuangan perangkat daerah kepegawaiah perangkat daerah yang sesuai
' dengan standar layanan
2. | Meningkatnya layanan administrasi umum Persentase layanan administrasi umum 90%
perangkat daerah yang sesuai standar layanan perangkat daerah yahg sesuai standar
layanan )
3. | Meningkatnya Jumlah unit barang milik daerah Jumlah unit barang milik daerah penunjang 1 unit
penunjang urusan pemerintah daerah yang urusan pemerintah daerah yang disediakan
disediakan |
4. | Tersedianya Jumlah laporan penyediaan jasa Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang 1 laporan
penunjang urusan pemerintahan daerah yang urusan pemerintahan daerah yang disusun
disusun
5. Tersedianya unit barang milik daerah penunjang | Jumlah unit barang milik daerah penunjang 3 unit




kantor dan bangunan lainnya

lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

. 6. | Meningkatnya layanan korban kekerasan Persentas:e perempuan korban kekerasan 100%
perempuan yang terlaporkan mendapat layanan
komprehensif
7. | Meningkatnya layanan korban kekerasan anak Persentase anak korban kekerasan yang 100%
terlaporkan mendapat layanan komprehensif
Sasaran Sub Kegiatan
1. | terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi Jumlah paket komponen instalasi 3 paket
listrik/penerangan bangunan kantor yang listrik/penerangan bangunan kantor yang
disediakan disediakan
2. | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang 3 paket
disediakan
3. | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan 1 paket
' penggandaan yang disediakan
4. | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 1 laporan
dan konsultasi perangkat daerah koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
5. | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya Jumiah kendaraan perorangan dinas atau 3 unit
pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
dinas atau kendaraan dinas jabatan dan dibayarka.n pajaknya
6. | Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung | Jumiah gedung kantor dan bangunan 1 unit




No Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) 4)
14. | Meningkatnya Jumiah Penyediaan layanan bagi | Jumlah Anak yang Memerlukan 50 Orang
anak yang memerlukan perlindungan khusus Perlihdungan Khusus Mendapatkan layanan

pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan

bagi anak yang memeriukan perlindungan

khusus
15. | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi bagi Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan 35 rang
anak yang memerlukan perlindungan khusus yang Memerlukan Koordinasi dan

Sinkronisasi bagi Anak yang Memerjukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 182.139.000 - APBD-P
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 57.818.000 APBD-P
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah  Rp 1.500.000 APBD-P
Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 254.796.000 APBD-P

Rp 38.776.000 APBD-P



5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Rp
6. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang memeriukan Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Rp
Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

144.304.000 APBD-P

154.299.000 APBD-P

Semarang, 1 ofthese. 2025

Pihak Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak

-

Eka Suprapti, ST, MM
Pembina Tingkat |
NIP. 19730120 199803 2 004

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Pelaksana Teknis Daerah

.

Ridha Setyasih, M.Psi
Penata Tingkat I (lli/d)
NIP. 19830110 201502 2 001



EeWal W .

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Tujuan 1
1. | Meningkatkan Kontribusi | Pengeluaran perempuan per | 9.950
Ekonomi Perempuan kapita ribu
rupiah
Sasaran 1
1.1 | Meningkatnya Peran | Persentase perempuan yang | 35%
Perempuan dalam | dilatih pemberdayaan ekonomi
Pembangunan menjadi wirausaha
Tujuan 2
2 | Menurunkan Kekerasan | Rasio  kekerasan terhadap | 5 5 per
Terhadap Perempuan perempuan
100.000
Sasaran 2
2 1 | Meningkatnya pencegahan | Rasio kasus kekerasan | 4 20 per
dan layanan kekerasan | terhadap perempuan
terhadap perempuan 100.000
Tujuan 3
3. | Meningkatkan Perlindungan | |ndeks  Perlindungan  Anak | 67
hadap Anak
Terhadap (IPA)
Sasaran 3
3 1 | Meningkatnya Pemenuhan | Indeks Pemenuhan Hak Anak | 73
Hak Anak (IPHA)
Indeks Perlindungan Khusus 76

3.2

Meningkatnya Perlindungan

Khusus Anak




NO| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET
1 2 3 4
Anak (IPKA) - N
Tujuan 4
4. | Meningkatkan Keluarga | persentase peningkatan | 2%
Berkualitas ;
kampung keluarga berkualitas
yang mandiri dan berkelanjutan
Sasaran 4
4.1 | Terkendalinya Jumlah | Angka Kelahiran Total (TFR) 2,12
Penduduk
4.2 | Meningkatkan  Ketahanan | persentase peningkatan | 100%
dan Kesejahteraan Keluarga )
kelompok usaha peningkatan
pendapatan keluarga akseptor
(UPPKA) yang menjadi
wirausaha
Tujuan 5
5. | Meningkatkan Kualitas | Indeks Reformasi  Birokrasi 74
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi  di  Perangkat | (Perangkat Daerah)
Daerah
Sasaran 6
5.1 | Meningkatnya Kualitas | Indeks Manajemen Risiko 2,80
Pengelolaan Risiko
Perangkat Daerah
5.2 | Meningkatnya Kualitas | |ndeks Kepuasan Masyarakat 88
Pelayanan Perangkat
Daerah

Semarang, Maret 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDAEIAN-RENDUDUK DAN
KELUARGA% “RENCANA

. \ . S/
Dra. RETNO SUDEW!, Apt, M.Si, MM
Pembinailytama Madya
NIP. 19681124 199310 2 001




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132
Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

R ———— —

Semarang, 6 Agustus 2025

Nomor : T700/968B/PPD/2025

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1 (satu) eks.

Hal : Hasil Ewvaluasi atas Sistem

Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

di
SEMARANG

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/7 Tahun
2025 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan hormat kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2025:

2. Ewvaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal:

3. Nilai hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perem puan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
adalah 87,30 termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan
interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat
memimgpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil,
karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon
V/Pengawas/Subkoordinatar;

4. Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan saran perbaikan kdpada Saudara
agar;

a. Memerintahkan kepada pejabat eselon |Il dan IV supaya dalam menyusun
LKJ Tahun 2025 indikator dan target kinerja disesuaikan dengan Perjanjian
Kinerja;



b. Format dokumen LKjIP Tahun 2025 supaya berpedoman pada Surat
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun berkenaan tentang
Penyusunan LKjIP, PK dan RKT yang antara lain mencantumkan sub bab
struktur program dan kegiatan pada BAB Il LKJIP.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara
beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja
di lingkungannya dengan baik, terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) yang berisikan hal-hal yang lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti atas kerjasamanya diucapkan tenma
kasih.

TEMBUSAN:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL EVALUASI

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANA

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI JAWA TENGAH

NO : 700/968/PPD/2025
TANGGAL  : 6 Agustus 2025

.....




50T P Sigtam Informasi Pengawasan inspekiorat Provingl Jawa Tengah

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

REPORT TP, SEBAB, SARAN & TINDAK LANJUT
NOMOR LHP : T00/968/PPD/2025
TANGGAL LHP : 06-08-2025 o
NAMA OBRIK : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
JENIS PEMERIKSAAN : SKPD Provinsi Jawa Tengah

Propinsi Jawa Tengah

Mo Status Tindak 5tatus Kekurangan
TP Temiuan Pemeriksaan Sebab Rekomendasi Rek Konsap Tindak Lanjut Lanjut TL T
1 Milal hasil evaluasi dalam kisaran anghka mulal 0 5.d. 100, - Kepals Dinas Pembardayaan B - Bural Perinfah Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perampuan, Perndungan Anak, Pemberdayaan Perempusan,
Fengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana Provins Pengendalian Penduduk dan Ferfindungan Anak. Pengendalian
Jawa Tengah memperoleh nilai 87,30 dengan Ancdan hasil Heluarga Bemncana Provins Penduduk dan Keluarga
peniazian sebagas berikul: Jawa Tengah beserta seburuh Berancana kepada pejabat eselon
a. Perencanaan Kinerja 26,70 jsisranmya agar; Il dam IV supaya daizm
b. Pengukuran Kinerja 27,00 8. Memerintahlcn kepada menyusien LK) Tahun 2025
. Pelaporan Kinerja 12,60 pejabat eselon Il dan IV supayva indilkator dan targel kinerja
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinesja Intermal 21,00 dalam meanyusun LKJ Tahun disesuaikan dengan Perjanjian
2025 indikator dan targel kinara Hinarja
Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 87,30 maka Dinas disesugikan dengan Perjanjian - LK 2025
Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Kinera;
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsl Jawa Tengah
termasuk dalam Katagori penilaian *A” (Memuaskan) dengan
interprestasl terdapa! gambaran bahwa instans
pemenintahiunitkerfa dapal memimpin perubshan datam
mewujudkan pemenntahan berofentasi hasil, karena
Fengukuran Kinera telah dlakukan sampal ke level Esalon
IViPengawas!Subkoordinas,
Format dokumen LKIP Tahun B LKjP 2025
2025 supaya berpedoman pada
Surat Sekrefars Daerah Provinsi
Jawa Tengah tahwun berkenaan
tentang Penyusunan LKjIP, PK
dan RKT yang antara lain
mancantumkan sub bak struktur
prigram dan kegiatan pada BAB
It LKjiP.

slengprov.ga.|disdminireport
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Momar
Sifat
Lampiran
Hal

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

JI. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3566230 Fax. (024) 3614351
SEMARANG 50132

Laman: pipdinspekdorat. jatengprov.ao.id Surel: inspaktorat@iateng prov.oo.id

Semarzng, 19 3'-’11 c'ml‘i

700/ [24% /W L2024 Kepada
1 [satu} eks. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Hasil  Ewvaluasi  atas  Sistem Perempuan, Perlindungar
Akuntabilitas  Kinerja  Instans Anak, Pengendalian Penduduk
Permerintah Tahun 2024 can  Keluarga  Berzncanz
Provingl Jawa Tengah
d| -

SEMARANG

Dalam rengka pelaksanzzn Peraturan Gubesnur Jaws Tengah Mamor 20

Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Eveluasi Sistern Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah [SAKIP} Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat kami
sampaikan kal-hzl sebagai berikut:

I,

Inspektarat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi SAKIF pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provins Jawa Tengah Tahun 2024;

Evaluasi dilaksanzkan terhadap proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Milal hasll evaluasi Dinas Pemberdayazn Perempuan, Perlindungan Anak,
Fengendalian Penduduk den Kelugrga Berencana Provinsi Jawa Tengah
adalah 87,90 termesuk dalam kategeri penilaizn “A* (Memuaskan) dengan
intarprestasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintzh/unit kerja dapat
memimpin perubshan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasll,
karena Pengukurzn Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon
IV/Pengawas/Subkoordinator;

Berdasarkan hasil evaluasi, kaml memberisan saran perbalkan kepada
Saudara supaya mengupayakzn pemberian reward bukan harva kepada
pegawai di lingkungan Unit Pelaksara Teknis Daerah  Perlindungan
Ferempuzn dan Anak (LUFTD PRA) saja tetapi kepada pegawai di lingkungan
Dinas Pemberdavaan Perempuan, Perlindungan  Anzk, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Prowvinsl Jawa Tengah dengan didukung
kriterla yang jelas dan adanya Tim Penllal yang ditetapkan oleh Kepela Dinas.

Kami menyampaikan agresiasl dan panghargaan ztes upaya Saudara

beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akentabilizas
kinerja di lingkungannya dengan baik, terlampir kami sampaikan Lagorzn Hasil
Evaluzsi (LHE) yang berisikan hal-hal yang lebih ringi sebagal penjelasan.

Cemikian untuk menjadikan maklem dan atas kerjasemanya diucapkan

terima kasih.

a.n. GLUBERMUR JAWA TEMGAH

Inﬁpfﬁtur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

it

)
b

R R S AR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 :
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANA
PENGENDALTAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROV]
JAWA TENGAH

NO : 7001218 /W.If 2024
TANGGAL i 19 Juli 2024
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Simbain Irfarmasi Fangassssr Inepakiarat Provinsl Jasa Fengak

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
REPORT TP, SEEAB, SARAN & TINDAK LANJUT

NMOMOR LHP : TO0M218/W.112024
TANGGAL LHP : 12-07-2024

NAMA OBRIK :

JENIE PEMERIKSAAN : EKPD Provinsi Jawa Tengah

oy Temuan Pemedksaan

Dengan nial hasl avaluesi asbezar 87 90 maka Dinas
Pembardayaan Perempuan, Perlndunian Anak,
Pengemtalian Penduduk dan Keluerge Berencans
Prowvingd Jewa Tengah dermasuk dalarm kalegor peeitaian
A (Msnuaskan] dengan interprastesi terdapat
pembaran bakwa instansi pemennlabiunitkera dapa
metnipin perubahan dalam meswjudkan pemerintahan
berorientasi hasil, karcna Pengukurmn Kinerja telah
dikakubian sampal ke level Ezalon
I\W{PergevwasGubkoordingsi

denppraygndiadminimpoer

Provingi Jawa Tengah

Sebab Rekomendasi

Dinas Bemberdaysan Ferampesn, Perlindungan Anak,
Pangandalian Perswduk dan Keluarga Berencana Provnsi
Javein Tengah beserta selurur jajarannys agar
rrenguayaksr pamberian raward bukan banys kepada
prrpawas di Ergkungan Unit Pedakaana Teknie Dasrah
Parindungan Perempuan dan Anak (LSTO PPA; sai
Ltapl kepiada pegawal di lingkungan Binas Pemicerdayaan
Parampesn, Pedindungan Apak, Pengencaian Penduduk
dan Keleargas Berancana Provinei Jawa Tengah deangan
didukung lerfiaria yang jelas dan adanya Tim Ptk gang
ditzlapkan oleh Kepala Dinas Memesrdayaan Perempuan,
Fardindungan &nak, Penpendalian Pandutus dian Keluargs
Blerencans Provinel Jawa Tengah.

Status
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Tindak
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